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SAMBUTAN

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

< corang akademisi antara lain dicirikan dengan aktivitasnya dibidang penelitian

dan publikasi. Oleh karena itu Saya menyambut baik berbagai penclitian vang

dilakukan oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menunjukkan
pemingkatan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi lebih berguna setelah unit penelitian
Fakultas Hukum UNSRI berinisiatif untuk mencrbitkan buku dalam benruk kompi-
lasi yang menar sebagian hasil penelitian para dosen.

Buku kompilasi penclitan ing sebagai salah satu bentuk penghargaan Fakuleas
Hukum Universitas dSriwijaya terhadap kinerja para dosennya. Diharapkan dengan
adanva publilkasi ini akan mampu memotivasi para dosen untuk lebik menmnmgkatkan
rumiah dan niae Farvia-karva ilmiah dan mempublikasikannya. Ide vang cemerlang,
hasil peneiin vang baik akan Jath berguna apabila disebarluaskan daripada disim-
pan untk kepestmean sendiri,

Duba Lot g bl penchtian ini sebagai langkah awal agar kedepan para
penchii e mcmpablikasikan hasil-hasil penelitian mereka secara lebih luas, Dj-

Charapkan Basi-irased penehan tersebue dimuat dalam jarnal nasional dan incerna-

stonal disatping jrea dadam benrk buku melalui kerjasama dengan penerbir.
Dengan cegala keterbatasannya penerbiran buku Kompilasi Penclitian Dosen
Fakultas Hukum Universitas Stiwijaya Tahun 2011 merupakan usaha awal untuk
mempublikasikan hasil-hasil penelitian para dosen,
Sava mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada unit pe-
nelitian fakuleas hukum UNSRI beserta semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penerbitan buku kompilasi ini.

Inderalaya, 10 November 2012

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP: 196412021990031003
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PENGANTAR

Putu Samawati, S.H.,M.H.
(Ketua Unit Penelitian FH-Unsri Periode 2011-2013)

Sﬁgaia puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat
vang berlimpaly, salah satunya nikmat keschatan dan nikmat kesempatan sehingga
dapat menyelesaikan penyusunan kompilasi hasil-hasil penelitian para dosen di ling-
kungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijava Tahun 2011 yang merupakan peneli-
tian hibah kompetitif FH-Unsri yang penvelenggaraannya sepenuhnya didanai oleh
DIPA FH-Unsri Nomor: 20/UN9.1.2/PL-FH/2011, Tanggal 11 Juli 2011.

Buku vang merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwnjaya tahun 2011 im1 dibern qudul Hukum dalam Pembangunan di
Indonesia. Buku ini berisi laporan hasil penchiuan vang dilakukan dengan berbagai
ropik sudur pandang hukum dalam spesitikasi bidang hukum publik, hukum privar,
hukum administeasi, maupun hukom meernasional.

Tulisan dimulai dengan pembaiiasan menocena Hukum Acara Peradilan Agama
dan Proses Penegakannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia, talisan ini merupakan
hasil penelinan dari Abdullah Gofar Jdan: Ton vang membahas tentang positivisasi hu-
kum acara dan hukum maternil di linghungan peradilan agama vang dilakukan secara
mutaris mucandis, di dalam proses pencoakanna cenderung mengarahkan descku-
larisasi hukum Islam, yang dinvarakan hahwa penerapannya banvak mengadopsi sys-
tem beracara hukum Eropa Kontnenwul dibandimgkan dengan sistem common law.
Selain itu, dibahas juga tentang pembangunan Fukum acara di ingkungan peradilan
agama dikembangkan berdasarkan hukum materiil vang berorientasi pada hukum
acara vang berangkar pada prinsip keadilan dan prosedural hukum Islam.

Tulisan kedua membahas tentang Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui
Penerapan Prinsip Good Governance, Saudara Falhmi Yoesmar dan tm memulai pem-
bahasan dengan mendeskripsikan tentang konsep-konsep demokrasi dan mekanisme
birokrasi yang berjalan dan dipergunakan dalam upaya pelaksanaan prinsip good go-
vernance dengan terlebih dahulu harus mampu memberikan penegakan hukum da-
lam pelaksanaan system pemerintahan.

Pembahasan yang ketiga tentang Menclaah Pengaturan (Regime) Status Pencari
Suaka dan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer. Syahmin
A.K. dan tim penclitinya melakukan pembahasan dengan memfokuskan pada per-
masalahan pengungsi dari satu Negara ke Negara lain. Permasalahan yang mengikuti
pengungsi tersebut menjadi kompleks ketika bertemu dengan Negara lawan, belum
lagi persoalan beban penampungan yang dilakukan oleh Negara tujuan pengungsi.



Persoalan pengungsi memburuhkan kerjasama internasional antar Negara yang saling
membantu saw sama lain, pengungsi sebagai pencari suaka secara hukum nasional
maupun hukum internasional mendapat perlindungan secara hukum.
‘ Laporan Penclitian yang disampaikan oleh Arfianna Novera dan tim yang ber-
judul tentang Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tender (Konspirasi) Yang
Tidak Schat Dalam Tender Proyek (Analisis Putusan KPPU No.24/KPPU-L/2007 Ten-
tang Tender Kegiatan Peningkatan Jalan di DPU Bina Marga Kabupaicn Banyuasin)
mengangkat topik bahasan dimulai dari faktor-fakror penyebab terjadinya pcrsckong:
kolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh oknum peserta
pe.ng;u!n:m dengan pemborong atau pemenang tender yang mengambil keuntungan
Prlhﬂdl dengan melakukan pegkajian terhadap proses tender kegiatan peningkatan
jalan di Kabupaten Lanyuasin. Pada kasus posisi terschut, KPPU menctapkan bahwa
terbukti sah dan mevakinkan adanya peristiwa persekongkolan yang dilakuka;l da-
lam pcng:.ndn;m tersebut, sebagai sanksi terjadinya persckongkolan terschut ditetap-
kan sanksi berupa denda kepada pelaku persekongkolan, sedangkan hasil liti

» seaangkan hasil penelitian

o : . - -+ L " g L - 2 . b
i udak menvebuikan kemungkinan dikenakannya sanksi adminiserasi arau masuk

dalam catatan hivomn peserta tender,

Penelivan selamjumva dilakukan oieh Indah Febriani dan rim vane me -
m;m;?l;nh Petabvanaan Peranan Komisi Perlindungan r\n;llcnfnd::*u;:il;ll ;)::::I:::J::::]lis
¢ra Selatan i},l!.lm Ui Meamgkatkan Perlindungan Anak. denean mcmﬁfnkuﬁk‘-m
[:md:l bahasan Lo nilaor yang memjadi penghambar bagi KpPAI ‘i’rm'mr«;i Sillzl::atc.;r;*;
Selatan dal;zr:f ticbikcanadem thgasnya, untuk selanjuinvy dpavakan untuk men-
ank.m s;n!uui vane dhpar digunakan olel KPAT di Mand nwnddr;in;.: dalam hal pen-
Inglevan Kincrpmva, Persoalan utania vang dihadapi oleh KPAI berdasarkan hasil

enchitian 1ese wWlalaly kur a keterial; W ek
penchuian tersebut adalal kurangnya Lcu_rlalman.-.kumun;knsl—yapg elekuf antara

f\l’r\! dengan maswvaraboa schingga keberadaan KPAI muasih tidak maksimal dalam
menpalankan wgasom a ook melindungi anak-anak dari kekerasan. belum lagi fakeor
budaya dan sjaran agama vang disalahartikan oleh beberapa masva;akut juga mc]f-adi
pepg!mmhnt- Hal utama yang dapar dilakukan dengan mcncipml&an komunikasi v;nﬂ
.b:uk melaln sosialisasi dan icjaring dengan seluruh komponen masvarakat ng'lr: se:
lap orang peduli akan keselamaran dan kescjahteraan anak sebagai genera TJ‘i ‘
o Agal generasi pencrus
Irsan dan Tim mengangkat penelitian dengan topik Format Perlindungan Hak
Atas Kekayaan Intelektual Pada Ekspresi Budaya (Folklare) di Indonesia, penelitian
normative ini dilakukan untuk memberikan sumbang pikiran tentang pc’rlindung;n
ckspresi budaya lokal dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual, persoalan mendasar
ad:_tlalf tidak adanya bukti yang jelas ekspresi budaya lokal yat;g mana yang origin;l
asli uttlayah setempat, permasalahan daerah yang serumpun yang memiliki budaya
hampir serupa menjadi persoalan dalam menentukan stapa yang berhak atas HaKl
tersebut, belum lagi persoalan instansi yang berwenang di Indonesia untuk dapat
melakukan pengesahan atau bertanggung jawab dalam melindungi HaKl tersebut.

Masalah perdagangan manusia memang menjadi Pekerjaan Rumah bersama
antara pemerintah dan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat dunia. Perso-
alan ekonomi menjadi motivasi utama orang untuk mau bergabung dalam sindikar

- perdagangan manusia. Perdagangan manusia sudah dikenal sejak zaman Revolusi In-

dustri yang membutuhkan tenaga kerja murah, hingga saat ini perdagangan manusia
berkembang pada perdagangan organ tubuh yang secara jelas iliegal dan dilarang
oleh hukum. Persoalan perdagangan manusia ini merupakan persoalan internasional
yang juga harus diselesaikan secara internasional melalui kerjasama antar Ncgara,
berlandaskan kerjasama antar Negara maka akan dapat meminimalisir terjadinya per-
dagangan manusia, bentuk kerjasama antar Negara dalam memberantas kejahatan
transnasioanl berupa perdagangan manusia inilah yang menjadi bahasan pencelitian
yang dilakukan oleh Malkian Elvani dan timnya. Bentuk kerjasama bilateral yane
dilakukan oleh Indonesia dengan Negara-negara di Asia Tenggara merupakan salah
satu upaya dalam bentuk Mol yang disepakati bersama guna menekan angka perda-
gangan manusia antar Negara.

Anck menurur Undang-undang Perlindungan Anak berusia delapan belas 1ahun
ke bawah, idealnya Negara berupaya memberikan perlindungan dan penghidupan
vang layak bagi anak, kenyaraannya di Indonesia masih banvak anak-anak vang men-
galami kekerasan dan kehidupan di bawah garis kemiskinan, belum lags persoalan
anak yang melakukan kniminahitas dan masuk ke penjara atau lembaga pemasvaiaka-
an, pencitraan anak vang melakukan kriminalitas dianggap sebagai anak nalal di
lingkungan sosial kemasvarakaran merupakan benuk pelabelan anak vasne secara
psikologi dapat berpengaruh pada rambuh kembang si-anak vang bersanghuim. As-
pek budava sosiat kemasvarakaran ini yang kemudian diangkat oleh Nasriana Jdan tim

“sebagai topic balasan dalam penelitian yang berjudul “Aspek Budava Dalam Peradi—

lan Pidana Anak: Upaya Menghindari Stigmatisasi Bagi Anak Nakal™
Hubungan bisnis antara para pihak yang melakukan kerjasama sclalu meng-

inginkan hasil akhir yang sama-sama menguntungkan masing-masing pihak atan vang
lebih dikenal dengan win-win Solution. Prinsip ini mengedepankan para pihak un-
tuk dapat berkomunikasi dengan baik sebelum mengambil kesepakatan atau keputu-
san akhir dalam kerjasama yang dilakukan. Praktek bisnis di lapangan hal ini tidak
berjalan mulus, pihak yang lebih kuat dalam hal ini pemilik modal biasanyva akan
memposisikan diri lebih tinggi dan penentu keputusan yang tentunya akan lebih
menguntungkan dirinya, hal ini berdampak pada terjadinya sengketa-sengketa dalam
hubungan industrial, yang kerap kali terjadi antara majikan (pemilik usaha) dengan
pegawainya. Upaya pengembangan model penyelesaian sengketa hubungan industrial
berbasis win-win solution di Indonesia menjadi topik bahasan penelitian yang dilaku-
kan oleh Meria Utama dan timnya. Pembahasan dimulai dari menemukan model pe-
nyelesaian sengketa yang tepat bagi pengusaha dan pegawainya dengan basis win-win
solution yang sedapat mungkin dilakukan secara non-litigasi dapat berupa pertemuan
bipartied, atau secara bilateral, atau dengan mekanisme mediasi, konsolidasi atau ar-
bitrase. Peranan pemerintah dalam hal penerbitan kebijakan yang dapat melindungi

o .




berbagai pihak menjadi prioritas utama untuk dapat menghindari terjadinya konflik
yang berkepanjangan antara pengusaha dan pegawainya.
| I:aporan penelitian yang disampaikan oleh Iskandar Halim dan tim yang ber-
|Edul I’.cllgem‘bfingan Penanaman Modal Bagi usaha Mikro, Kecil, menengah dan
Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
N[()d:'ll-dl Sumatera Selatan” mengangkat permasalahan yang berlatar belakang pada
kondisi .ku.rar!g mampunya usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi melakukan
eks!)anm blS!:llS secara meluas. Peran serta pemerintah khususnya pemerintah daer-
ah juga menjadi sorotan dalam penelitian ini untuk dapat memberikan sumbangsih
pemikiran yang dapat dipergunakan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan
dengan -pc-ngi:mbangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan
kupcrnm_dn wilayah Sumatera Selatan, yang sccara udak langsung dapat berkontribusi
bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat serempat.
l’cngatumn Tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hu-
kuim 'Pcrlmdungan Konsumen merupakan topik bahasan yang diteliti oleh Mohjan
dan tim. Upaya perlindungan konsumen menurat Undang-undang No.8 tahun 1999
mcmhcrikan mekanisme tuntutan ganti rugi dalam tatanan hukum perdata, perlua-
san perlindungan konsumen hingga pertanggungiawaban korporasi secara pidana,
I’fzmlmlmsnn dimulai dengan terlebily dahuln mcemaparkan konsep korporasi yang
(i::11:1}<51|c1 dalam hukum Indonesia, berlanjur pada teori-teori pendukung pcrt‘;mn?
gunglnuf'ab‘nn korporasi, korporasi schagai subyek hukum maka secara hjkum pu?*n
dapat dimintai pertanggungjawaban asalkan memenuhi unsur-unsur melakukan kes-
alahan atan pelanggaran seperti vang telah ditciapkan undang-undana, Apabila relah
memenuhi maka dapac diajukan melalui mekanisme non-litgasi d:il;m?hal ni f&:!‘SCtii‘]
?cmlmga vang disebut BPSK (Badan Penvelesaan Sengkera Konsumen) atau I'I'lt?l‘lfl;i
riur lirigasi pengadilan. ” |
gt P s e s ok o i 4 Pl
: - untuk segera melunasi urang-
urangnya kepada para kreditor. Prakiek di Pengadilan Niaga ada beberapa scngkc;a
kf:pahmn yang diajukan tctapi para pihak pada saat melakukan kesepakatan hutang
putang memuat klausula arbitrase pada perjanjian mereka dalam hal pilthan pem-'et
lcsalan_ sE:ngkcta apabila terjadi perselisihan. Persoalan kedudukan permohonan pa‘ilit
yang diajukan ke pengadilan niaga terhadap sengketa tersebur merupakan pokok per-
masalahan yang dibahas oleh Amrullah Arpan dan timnya.

Inderalaya, 12 November 2012

Putu Samawati, S.H., M.H.
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Oleh: '

Abdullah Gofar, S.H., M.Hum. V/
4l Antonius Suhadi A.R., S.H., M.H.
M. Arta Febriansyah, S.H., M.Hum.

- Abstrak

Hukum acara merupakan hal yang penting dalam proses pcnegakan lii-
kam, tidak terkecualt di lingkungan peradilan agama. Prol?lmnnukaIfii.:lam
proses pencgakan hukam adalah apakah yang melandasi pembe{ .:l'll.?ll
hukum acara berlandaskan pada hukum Barat, sementara secara su ‘.ihl.lll:\lt
al kebenaran materul vang akan digali pada hukum Istam tidak hanya put f]
sist kebenaran tormal. Kemudian apakah pemberlakuan hukum acara .p-:: |
data di hagkungan peradilan agama dapat menjawab pcrn:ms:ll:lh:;m \m],
muncul di‘iml.mg hukum keluarga. Permasalahan yang dihiadap: 1d1;1i1
positivisast hekam acara seringkali tidul-\' sejalan dengan hukmp‘ Il'l:'l&il l!dl_ 1
Iil‘lgklll_i;.:{_dll prr.ldi__i_.gn Az, _karena dilakukan secara miut;‘ln'::. lul}\:uul:} T.I.
berimplikasi dr datam proses pencgakannya cenderung mu\g:uil 1“ :u;‘ I] t“.-
333 desekularisast hukuni Islam, Selain itu pembangunan hukum :1'(.:11.1 di l:]-?h
333 kungan peradilan agama perlu dikembangkan berdasarkan I'Illl.\llt"{'l 1111\?:.‘; ;|_
yang berorientasi pada hukum acara yang berangkat pa'da pl;;filsf- ;km
an dan prosedural hukum Islam. Prakok hukum acara yang dila t:;al:; dim
pada saat sekarang berdasarkan HIR dan R.Bg pe'rlu dl_orlcntam utang d:
dilakukan {ormulasi ulang, melalui proses legislasi, sechingga ke icpban pc:
389 adilan agama mempunyai hukuin acara yang selaras dengan kebenaran
hukum materiil berdasarkan prinsip syariat Islam.

ot o
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Kata Kunci: Beracara, Pengadilan Agama, Indonesia
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A. PENDAHULUAN

Keberadaan peradilan agama sebagai subsistem dari sistem peradilan ds
Indonesia,' sudah cukup lama, seiring dengan perkembangan agama Islam dan hu-
kum Islam sendiri.2 Sebagai perwujudan prinsip negara hukum yang telah diatur di
dalam kon_stitusi,’ maka eksistensi peradilan agama di dalam sistem hukum Indonesia
punya perjalanan sejarah yang panjang. Secara eksternal, baik sebagai proses maupun
schagai lembaga, dinamika dan perkembangan peradilan agama sangat dipengaruhi
oleh kebijakan maupun politik hukum yang diterapkan di Indonesia, baik sebelum
d.:m setelah kemerdekaan.t Sementara secara inernal. cksistens: peradifan agama
tidak dapat dipisahkan dengan dinamika dan perkembangan agama Islam, maupun
pum:n:uhaq kebutuhan umat Islam di Indonesia vane berlandaskan prinsip dan ajaran
[slam.® Artinya Islam sebagai agama, mengandung nilai-nilai, Prinsip-prinsip serta

-_-_—_-_—-'-———-__...__.__._ — i
] eradt : : 2 N L
Peradian Agama Islam di Nusantara dijumpai sebelum kedatangan hangsa Portugs, Belanda

dan Inggeris. Urusan syariac dilakukan tentang wiasto sardidlaf, Indang fardbi ain, mavpun
fardbu kifayal, umumnya tidak harus ada undang-indane: (:.;.;um-'q.mr::). l’cmcril‘t;'lll‘l(ulu*
nal mengeluarkan beberapa ordonansi, sepert Stbl 158 N 152 Tentang, I’cnannl;;m Prics-
terraad, di Jawa Madura. Kemudian Sthl Neo 1931 N 135 meruhbah !“_'ric'::r;rm-uf llh-‘"i'-l:li
Penghoelocgerecht. Stbl 1937 No.116 vang mensehirloas Lewenangan perkara waris tanpa
mt'fllljl:lll Priesterraad. Kemndian keluar St 1137 e 3N dan 639 wm;m:* .;wn;hcm;:k‘l;a
peradilan agama di Kerapatan Qadhi Besar oo W PP N3 'I';'tlu:i 1957 tcm-l;w
P‘I.I‘lht:llil_tkﬂll Mahkamah Syariah Ji Tuar Lo oo Mators $ahat 14 Z.aini -\h;nr d '\urh
“Lima Jahan Peradilan Agama” dabam Mo T 0L 0L 1 il \ il)‘J4 '(f'l]\‘lﬂ 1*' e
pttemen Agama R Al-Hikmah, 1993) bl 13 > I
l{il}'_ul l{a‘lmh, Huksorn Istam :_f{'_!gg_!_{;mrs.iz:__I_].f.*:;;,n.-.f.-::': Medananadivaly dan N.U (Jakarta: Uni-
versitas Yarsy, 1999), him 63. Lihat juga, Moh U N Fhebrens Isbam: f’m'ﬂ.:mr:zr.H.-.r‘:;f i
Rienr dan Tata Hubwon Islan di [ndonesia, (Jakaria: Rapva ah Press 194 3) hh: R
Rumusan Pasal 24 ayac (2) UUD 1943, babua “Reloasaan kclmkir;lzill dilakukan olel
sebuah Mahkamal Agung dan badan peradilan vane herada di bawihnya dalam Ling-
kl-lnga‘lll Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Aganma, Lingkangan Peradilan h-'[ilitct:*
) ngkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan olch sebuah Mahkamal Konstitusi.” |
thlrnyfa Staath.!ad 1937 Nomor116 sebagai upava dari Komisi Ter Haar vang memuat rcko-
mendasi sebagai upaya paksaan untuk melenvapkan peran hukum {slam, v'lcugau menyatakan
1. I-qukum kewarisan belum diterima sepenuhnya oleh masvarakat, 2. Meacabur wewenang
p:fradllan agama (raad agama) untuk mengadili peckara kewarisan dan wewenang tcrscbut‘di%
alihkan kepada La{rdmad, 3. Pengadilan Agama ditempatkan di bawal pengawasan Landraad
4. Putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa execntoir verklaring dar Ketna
La::draacf. M. Yahya Harahap, “Informasi materi Rompilasi Hukwum Islam: Mempositifkan
Abstraksi Hukum Islam” dalam Kompilasi hikum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem
Hn_dmm Nasfonaf, (Jakacta: Logos, 1999) him 27.
3 Sejak kehadiran Islam abad ke-7 M tata hukum Islam sudah dipraktikken dalam lingkungan
mnsyarnl_ca_t dan peardilan Islam. Menurut Hamka didukung oleh karya ahli hukum dalam
bentuk fikih, seperti Sirah Ath-Thullab, Sirath Al-Mustaqim, Sabil Al-Mubtadin, Kartagama,

SyainatAl-Hukm, dan lain-lain. Hamka, Antara Fake . , _
Bulan Bintang, 1974) him 324, v ra Fakta dan Khayal “Tuanky Rao”, (Jakarta:
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kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, pada
kenyataan sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluknya.® Kemudian tidak kala
penting, bahwa hukum Islam di samping mengatur hal yang bersifat pribadi, antar
pribadi, juga mengandung norma hukum yang mengatur hubungan dengan manusia
lain.’

Di dalam peradilan Islam pihak yang berwenang memutuskan perkara disebut
gadhi. Sebagai ciri di dalam hukum Islam, gadhi diangkat berdasarkan legitimasi pen-
puasa, berkewajiban memberi keputusan yang adil berdasarkan cara-cara (prosedur)
tertentu yang lazim juga disebut hukum acara. Seviap putusan Qadhbi wajib dipatuhi,
sebab tidak ada cara yang dapat mengubah suatu keputusan vang tidak adil. Di dalam
hukum Islam dan peradilan Islam tidak mengenal upaya hukum banding.* Namun di
dalam praktik hukum di negara-negara Arab saar sekarang terpengaruh praktik hu-
kum modern, umumnya mengikuti model peradilan civil latw yang berlaku di negara
Eropa Kontinental.

Hukum acara yang mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban hu-
kum [slam maternl, dalam praknk di peradilan agama perlu bantuan negara untuk
merumuskan dan melaksanakamnva, dalam bingkai sistem hukum posiuf nasional.”
Perkataan “acara”™ beraru proses penvelesaian perkara lewat pengadilan (hakim) yang
bertupnan untuk memulibkan hak sescorang vang telah dirogikan atau rerganggu,
incngembabkan suasana seperu dalam keadaan semutla, babwa seniap orang harus
memaruhy perataran hukum. '

Secara filosofi sepatutnya antara hukum acara peradilan agama dan hukum tera-
pan {hukum maternil) seharusnya (das sidlen) berpalan pada tataran aras yang selaras
dan harmonts, tidak hanya aspek benuk formal lebih jauh pada sist substansial. Aru-
nva, antara nilai-ntlat hukum Islam dengan hukam negara, berjalan seirama dan ndak

6 Padaera kekuasaan kesultanan dan kerajaan [slam, peradilan Islam sudah hadir secara formal,
ada vang bernama peradilan penghulu di Jawa, Mahkamah Svari’ah di Kesultanan Islam di Su-
matera, Peradilan Qudi di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Mardani, Hikum Acara Perdata
Peradilan Agama & Mabkamah Sayar'iyah, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
him 1-2,

7 Hukum Islam dalam al-Qur'an disebut Syariat (Islamic Law), sementara hasil pengembangan
pemikiran manusia disebuc fikih (Islamic jurisprudence). Lihat Noel J Coulson, Hukum Islam
Dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: P3EM 1995), him 15-17

8  Joseph Schacht, An Intoduction to Islamic Law, (London: Oxford University Press, 1965),
diterjemahkan oleh Joko Supomo, Pengantar Hukum Islam, Cetakan 1, (Bandung: Penerbit

Nuansa, 2010), hlm 266-267.
9  Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesic Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, Cetakan 1, (Yogyakarta: Ul Press, 2007), him 112. . |
10 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, {Bandung: Alumni, 1978), hlm

28-29,
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berbenturan antara keduanya. Di dalam praktik (des sain), proses positivisasi hukum
Islam normatif ke dalam hukum negara (hukum positif) ternyata tidak selaly sejalan
kar:::l-m seringkali bersinggungan bahkan berbenturan dengan kepentingan kekuata:;
politik di luar komunitas masyarakat Islam."” Benturan yang terjadi ketika bentuk
formal perundang-undangan lebih diutamakan, dibandingkan aspek substansi hukum
Islam. Akibatnya timbul permasalahan di dalam penerapannya, dimana hukum yang

d:pro@_uks: secara formal seringkali tidak dapat menjangkau sist hakikat dari hukum
materiil sebagai hukum vang scbenarnya. 1

Mclihat prnkflk hukum di lingkungan peradilan agama, pada kenyataannya hu-
kum acara yang dizunakan menjadi kendala dalam proses penegakan hukum (law
enforcement), 1evutama pada tataran nilai filosofisnya." Beberapa kaidah yang ter-
kandung dalam hukum acara di lingkungan peradilan agama, secara normatif belum
selaras dan menjangkaa hukum islam substantif, karena punya perbedaan mendasar
dari aspek filosofisnva, Bahkan dalam hal tertentu terjadi gangguan (disturbance) da-
lam proses pencgaknnya. Menurut Bagir Manan, sebutan dan istilah hukum materiil
{nmtend relch, avau sidstantive faee) bukanlah sehutan normanif, melainkan sebutan
tmiah (keilmuoan).: | ‘ |

) 1al: Y. | 5 , ) .. %
|98Y llll g’::dii::! ;\:!1' :1!;:: ;::lngll‘:r'{; IT::;‘llml ;{;‘g'lg‘lc]ng":da"!:'U':'fi;‘“g NO""“"' . 1'311“”
i . 3T g Peradilan Agama dinyarakan
bahwa Pengadiim '\,‘-:J‘Ill.l bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menvelesai-
kan perkara-pertony di vagkar pertama antara orang-orang vang beragama Istam di

T

11 Moh Pand Ab, “Uindang-Undang Peradilan Agamia”, RmjiMasyarakat, (ed), No.634 tanggal
1-10 j_;lmmri. 1990, blin 71, sebagaimana dikutip oleh Sumadi Matrais dal::m “Kc‘nmndirgn
Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama™, Lihar, Sri Hastuti Pus-
prasasel, Bunga Rampailemikivan Hubwns di Indonesia, (Yogyakarta: FH l]ll Press, 2009)
him 100-1235. , ,

12 Victor Taja, Forin UUPA, Lditor, No.48/Th I, jakarta, 5 Agustus 1989,

13 Li h'at Febrian, Hrirarkhi Peraturan Pemndang-Undangau di Indonesia {Disertast) (Surabaya:
Universitas Airlangga 2003), hilm 10. | &

14 Sebagai sistem. penegakan hukum menyangkut berbagai subsistem, yaitu (1) Kelembagaan
penegakan hukum; (2) sumber daya/penegak hukum; (3) tatacara (mckanisme) penegakan
hukmrn; (4) prasarana dan sarana penegakan hukum. Lihat Bagir Manan, Sistern Peradilan
Bert_mbawa (Steatr Pencarian), (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him 13-14 ’ |

15 Bagir Manan, “Hukum Materiil dj Lingkungan Peradilan Agama™ dalam Varia Peradilan Ma-

,;sa‘rsla;:c?Hukum Tabun XXV No. 294 Mei 2010, (Jakacta: Mahkamah Agung R.I, 2010}, him

- o
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bidang: a). perkawinan,’ b). kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasar-
kan hukum Islam, dan c). wagaf dan shadaqah. Selain itu Pengadilan Agama juga
berwenang menyelesaikan sengketa di bidang zakat dan ekonomi syariah."’

Sebagai contoh, di bidang hukum perkawinan, tata cara pelaksanaan perkaw-
inan sudah diatur secara jelas dan tegas menurut norma agama dan keyakinan. Akan
tetapi ketika rumusan pencatatan perkawinan yang dibuat dalam undang-undang
mengedepankan aspek kepastian hukum dari sisi administrasi negara, berati tidak
masuk pada ranah absah atau ridak perkawinan yang telah ditaksanakan.™ Di piliak
lain pentingnya pencatatan perkawinan jangan sampai "mencederai” keabsahan yang

16 Didalam penjelasanmyva Pasal 49 avae (2), sengketa di bidang perkawinan dinine ke dolan:
22 buur, melipun Lizin bensteri/poligami; 2.1zin perkawinan yang belum berunia 211
&wali yg berselisih; 3. Dispensasi perkawinan; 4. Pencegahan perkawinan: 3.Penolboan
perkawinan oleh I'PN: 6.Pembatalan perkawinan; 7.Gugatan kelalanan atos bewanbom
suanut istert; 8. Percerasan karena thalag: 9. Gugatan perceraian; 10.Penvelosaan b
bersama;11. Mengena penguasaan anak; 12, Ibu yg memikul biava anak & Bapaic vone
lalai memenulunya: 13 Penentuan kewagiban biayva oleh suami kpd bekas isteers i P
san tentang sah atan wdakavaseorang anak: 13, Putusan rentang pencaburas foic i
orang ta: 16, Peacabuian keliuasaan wali; 17, Penunjpukan ovang Lun odels v i
tentang-wali; 18, Penunpukan wah anak vg belum berumur 18 th ve tdk dironsni ol
orang tuanyvay; 19, Pembebanan kewapban gann ragt bifa wali meragikan anadc 200 0oy
etapan asal ususl anak; 2 1. Putusan penolakan teg perkawinan campuran; 22, Perns aiaan

_sah perkawinan sebelum berlaku Undang-Undang No.1 Tabun 1974,

17 Lihat juga ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006, jo Undang-Undang Noaneo,
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana Pengadilan Agama juga bertugas menm e
lesatkan sengkera di bidang zakat dan ekonomi svaraiah {vang diaplikasikan ke dakun 9 buuir
urusan).

18 Permasalahan nikah ndak tercartar, Pertama,bagaimana hakikar hukom perkawinan ndak ter-
catat (dalam istilab Nikah Sirri). Kediea, bagaimana kekuatan hubungan hukum antara para
pihak (pasangan) yang perkawinan tidak teccatat. Ketiga, bagaimana keabsahan anak dan
keturunan (siss nisbahnya) vang dihasilkan. Artinya kepada siapa anak mencantumkan bin dan
binti. Keempat, bagaimana kedudukar harta perkawinan yang dihasilkan pasangan perkaw-
inan yang tidak tercatat, Kelima, bagaimana status wali dan kepada siapa wali anak perew-
puan tersebut, jika anak yang dihasilkan dari perkawinan ketika akan menikah kelak, padahal
perkawinan ibu dan ayahnya tidak tercatat dan dianggap sebagai anak yang tidak sah, jika
ayahnya telah meninggal dunia, serta perkawinan ayah yang berpoligami tetapi tidak dapat
izin perkawinan dan isteri tecdahulu. Keenam, bagaimana kedudukan warisan dari seorang is-
teri1 dan anak-anak yang ditinggal meninggal dunia oleh ayah kandung yang menikahi ibunya,
tetapi perkawinan ayah dan ibu tidak terdaftar. Masdar F. Mas’udi, “Pemidanaan Kawin Siri
Tidak Logis”, dalam Republika, Kamis 18 Pebruari 2010.
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telah diatur dalam syariat Islam." Kemudian Pengadilan Agama mempunyai kewenan-
gan penyelesaian di bidang sengketa perkawinan yang didasarkan pada syariat Islam.
Proses putusnya perkawinan antara suami dan isteri, keabsahannya tidak saja dilihat
dari !<cadllat-1 prosedural menurut negara, juga harus sejalan dengan keadilan sub-
smnuf sesuai dengan norma agama Islam. Kemudian ketika pemutusan perkawinan
berakibat pada pengurusan anak-anak dan harta benda, pada kenyataannya menemui
l}ambatan dalam cksekusi. Penyebabnya tidak lain karena hukum acara perdata di
Ifngkungan peradilan umum hanya melihat objek perkara pada benda (zaak) belaka.??
Sementara hak asuh terhadap anak, pelaksanaan cksckusi tidak dapat disamakan den-
gan benda, sebab anak adalah subjek hukum.?!

Prinsip peraditan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan diterapkan
pada sengketa perkawinan pada kenyataannya menemu hambatan, ketika di dalam
sc':ngkcm perkawinan objek harta benda yang disengkerakan menyangkut hak pihak
ketiga, maka yang terjadi adalah sengkera perkawinan menjadi panjang dan memakan
waktu yang lama.2 Tidak berbeda di bidang sengketa kewarisan, wnk;xf, sodaqoh, hi-

—r

e r—
TR s G

1 Mengmtip cumusan Pasal 2 Ayar (2) Undang-Undane Noo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menvatakan “Tiap-tiap perkarvinan dicat.st wrerio: IONRITITINGY, pc:‘:dem.{-muLu;.m Vg bc;r-
!:;L':f", Ruinusan tersebur, bertjuan untak perhodinan hukem dan k;:p:mi-.m‘ hukum vang
dibenhan negara kepada setap pasangan vany e menikah “Berdusarban Avama dan K:‘
percayaanny.g 1™ sebagaimana dimaksud dolon rumiosan Pasal 2 avar (1). Eumman kaca

Jdicaear” di dalam penjelasan., maupun latar belab e penvosunan uuﬁi:m::-nmlanw ;crschu;
tidak mencantumkan secara leLas, ;l]mk.}il prlhl.:tmun $rl Lm 1an dim.lk;lld ])L‘l“iﬁ;}{ impcrj
attf, atau bersifar fakuladf, Dalam perkembanein setela ¥ (e puludy lima) I;lh;lll berlakn-
hya 1{|1d;1|1g-1311¢i:1ng tersebut, ternvata pemaknaan pencatatan pL*rkawin;m, seakan-akan ‘:bcr-
sitat imperatil ”. Artinya jika perkawinan adak tercatar, nals perkawinan tersebur dianggap
tidak sah. Tafsiran bebas penulis. | o

20 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat kata “kecuali vang telah diatu se-
cara khusus diatur dalam undang-undang ini™, g menegaskan bahwa ﬁcmcrik&nn perkara
uln:l:' hakim sebagaimana termuar dalam a5l 65 sampai Pasal 88, vakni tcnmn-r*c‘crai ml‘aki
ceral gugat dan cerai dengan alasan zina, harus dilakukan secara khiisus. Artim':zuimkﬁn lmru;
mengambil langkah becbeda dengan tatacara pemeriksaan sebagaimana yang berlaku di dalam
perkara perdata biasa. Mardani, Hukin Acara....Op.cit, hlm 61. T

2] l’crhatikag Pt{tusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara cerai antara Ahmad Dani dan
Maya Estitann tentang hak asuh anak. Mahkamah Agung memutuskan hak asuh acas ketiga
anaknya jatuh kepada Maya Estianti, namun Ahmad Dani tidak mau menyerahkan kf:l'ié'l
anaknya, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan. ' |

22 Lih.at -ketcntuau Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan “dalam hal
terjadi sengketa mengenai hak milik acau keperdataan lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal
49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sementara di dalam pasal 50 Undang-
Ut:tc‘lang.Nomnor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, ditambahkan bila sengketa hak
milik erjadi antara subjek hukumnya orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebur

j;putus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

-, *
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bah, zakat, maupun ekonomi syanah tidak semuanya dapar dijangkau dan selesaikan
menggunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hukum
yang berlaku di lingkungan peradilan agama,” adalah wujud negara memfasilitasi
kebebasan pada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan nilai
filosofi hukum Islam. Keberadaan peradilan agama ditinjau dari aspek demokrasi dan
keterbukaan (openbaarheid), adalah sebagai syarat dalam proses mengadili.*® Semen-
tara dilihat dari asas peradilan cepat, biaya ringan, sebagai jaminan dan perlindungan
bagi setiap orang terhadap hak asasi manusia (HAM). Positivisasi hukum substantif
yang ditkuti dengan hukum acara berdasarkan filosofi hukum Islam, scjalan dengan

prinsip demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat Islam.*?

lada kenyataannya hukum acara di lingkungan di lingkungan peradilan agama

adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum, yairu HIR (Het Herziene In-
landsche Reglement), (2) RBg (Retch Reglement Buitengewesten); (3) BRv (Reglement
ofr de Burgerlijke Rechtsvordering); (4) BW (Burgerlijbe Wetboek). Dahulu HIR dan

RBe adalah Hukum Acara Peradilan untuk Landraad (sckarang Pengaditan Negeri),
masing-masing, untuk daerah Jawa-Madura dan loar Jawa-Madura. Sedangkan BRv

adalah Hukum Acara Peradilan unwok Raad van fustitie. vaitu pengadilan eingkar

pertama untuk orang Eropah atau yang dipersamakan dan atau pengadilan tingkat
bandimg bagi bumi putera (sekarang bersama Landrand juga mengadi Pengadilan Neg-

er). Seinentara BW adalah hukum perdata materid dan sebagian perawa formal untuk

orang-orang Eropa/dipersamakan dan orang Timue Asinz, Jadi, batk 1R RBg, BRy,
B, scjak semula memang dibuat pemerintah Belanda dan diberlakukan oleh pemer-
ntab Kolonad di Hindia Belanda (Indonesia) adalei uniak menzabdi kepada hukum
maternl vang berlaku bagt Landraad atan Raad van fustitio, adi secara Hlosotis ber-
beda dengan hukum Islam, serta hukum acara tersebut jelas sejak awal “irrelevant™
(udak peduli) terhadap hukum Islam.

23 Kompetensi Pengadilan Agama untuk mencgakkan hukum svariah bagi orang {shm yang di-
tentukan undang-undang. Sejak peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadili ha-
kum ekonomi svariah yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006,
maka terjadi perluasan subjek hukum vang dapar beracara di peradilan agama, tidak hanya
orang vang beragama Islam, tetapi subjek hukum yang udak beragama islam dapat meng-
gunakan peradilan agama, sepenjang mereka secara sukarela (atas kemauvan sendicifvrijivillege
onderwerping) memilih pranata hukum ekonomi syaciah. Lihat Pasal 49 Undang-Undan No.3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
24 Daniel Hutagalung (ed), Yap Thian Hiem: Negara, Ham dan Demokrasi, (Jakarta: YLBHI

1998), him 49-54.

25 Merujuk Pasal 134 LS (Indische Staatregeling/ Wet op de Staatinrichting van Nederlans Indie),
bahwa politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda bagi orang Bumi Putera beragama Islam,
bila terdapat sengketa antara mereka di bidang hukum keluarga, sepanjang tidak diatur dalam
otdonansi, dapar diselesaikan menurut hukum agama dan kebiasaan mereka yang bersangku-
tan. Lihat, E.Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960},

him 215.
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Berdasarkan sifat hukum acara yang irrelevant (tidak peduli} tersebut, ketika
diberlakukan secara mutatis mutandis scbagai hukum acara Peradilan Agama, tidak
dapat disalahkan, bila di dalam praktik penerapan hukum acara berdasarkan hukum
Barat tidak sejalan dengan prinsip dan asas hukum Islam. Artinya kewenangan dan
kompetensi peradilan agama lah yang sangat terikat dan bergantung dengan sistem
pembuktian dalam hukum Barat tersebur.

Proses hukum acara di bidang sengketa perkawinan Islam, “dipaksa” mengikuti
tata cara pembuktian secara formal dalam H.I.R dan R.Bg. Padahal pembuktian sen-
gketa cerai dalam Islam seharusnya dilakukan menurut tata cara formal yang Islami.

Tidak semua penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama harus mengikuti
prosedur formal yang berlaku dalam Hukam Bara,

Walaupun aturan tertulis di lingkungan peradilan agama telah dua kali men-
galami perubahan, namun dalam implementasi kewenang

annyva, ternyata Peradilan
Agama mengalami gangguan (disturbance) di bidang hukum acara hingga sekarang.
Gangguan (disturbance)?”

yang terjads di bidang hukum acara di peradilan agama

membawa akibaw: Pertama, menjadi kendala bagi Peradilan Agama dalam melaksana-
kan kewenangan yang dimiliki; Kedia, menimbulkan kerancuan acara dan proses
penyelesatan perkara; Ketiga, penvelesaian perkara memakan wakeu vang lama. Ke-
crpat. menimbulkan biava vang tinggi, menvengsarakan pencan keadilan, dan meng-
habsskan tenaga. Kelima, tidak sejalan dengan asas-asas pokok peradilan yang cepat,
biava ringan, dan murah.?
Menguup pemikiran Hazairin bahwa pembuatan auran pangan mengekang ke-
bebasan. Artnva hukum acara di lingkungan peraditan agama ndak terjebak pada
keadilan prosedural yang memenjara.? Dalam en
Islam harus dimunculkan aspek substantif, b
Jalan penvelesaian hukum tidak hanva mel
jldur islah (naslabat), yakni memperhatikan hak pihak vang dirugikan atau pihak
korban. Dalam mencapai kebenaran, hukum Istam menckankan penyelesatan vang

tidak kaku, sedapar mungkin menerapkan hukum serta melihat yang berkembang di

dalam masyarakat, Prinsip demikian sejalan dengan pemikiran hukum yang responsif,

sketa i bidang hukum keluarga
Ak tbadim maupun bidang muamalah.
Mur mekanisme (ormal saja, juga melalui

—— e _ _
26 H.Roihan A.Rasyid, "Hukum Acara Perdata Peradilan Umum Sebagai Hukum Acara Per-
adilan Agama” dalam Mimbar Hukum No.7 Tha I 1992, him 23-29.

27 Kosa kata disturbance berarti gangguan, godaan. Sementara disturb berarti mengganggu, se-

dangkan disturber berarti penggangen atau pengacau. John M.Echols dan Hassan Shadzily,
Kamus Inggeris-Indonesia, Cetakan ke XIX (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993) him

190.

28 MLIdris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Hukum Peckawinan Islam, Jakarta: Ind-Hell Co, 1985, him.8.

29 Hazairin, Tujub Serangkai Tentang Hukum, (Jakarta: Tintamas, 1974), him 15-18

e e

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN D! INDONESIA

A s iti Univesitas Sriwijaya Tahun 2011
Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Univesitas Suiwijaya Tahun 21t i io—m—orennen e i e (e (o —e——e Kompilasi Penelitian Dosen fakultas Hukum jay

bahkan mengarah pada kebenaran progrtias.if (penemuan hulft1t1zchealte I.fniv)é’:landa N
Melihat sejarah perkembangan politik hukum_pcmcrmta. o onlzat <lands :1
terhadap golongan Bumt Putera, sangat mengh?rmau pcnyeljsman scng ck: “ i t)lrl raE
tidak masuk golongan Eropa dan atau yang dapcrsamakz}n engan :;:ell;c .acara o
hukum yang dimaksud meliputi bidang hukum subst:amnf maupun hu ltums den‘ D
dalam Regeling Reglement (RR) Pasal 75 ayat (2) dinyatakan secall]'akcga lzclu fra
memberi otonomi hukum pada golongan Bumi Pu_u‘::'a dl* bidang ul umh [(olz:i'ai
sepanjang tidak diatur secara tegas dalam _ordonasu* Artinya pen"nerm(:a Kolonial
Hindia Belanda pun ternyata menghormati keberadaan hukum Islam dan tata
elesalannya. o o
pemtll’tc:::;npat) yang mengecam bahwa Pasal 134 S s‘_:lmgal p{)lttlk 1hull)(um ils:r;(n;:-
nasi pemerintah Hindia Belanda atas hukum Islam, di satu pthak 1;;11 cni:n Ya:, ar
ena pemerintah Hindia Belanda ternyata mcml.)cmurk:m hukum s{am cl ga :
kum Adat. Hukum Islam ditempatkan tidak sejajar dengan lmlfum Adat se mﬁalman;
pendapat Snouck Hurgronje yang mengfldopsi pendapat d;\n TJ:?;n ::ollfnpm:::n:!.q'
Namun poliuk hukumnya retap memberikan hak GLOROM Lpd(:‘.’l _‘uu ‘l- " k ];_
lam menyelesaikan masalah hukum keluarga sebagai urusan mereka sendint, baik d

30 AMunculnva gagasan penegakan hukam pmgrc.sif (ilit‘.l_llt.'].ll pada *kcpnh:;:m;]?. I::::it:ll‘:ugﬁ?n
cgakan hukum di Indonesia, dimana seringkali terjadi perschngkuhan. | ro }Ln : ]-1:;i .
t‘;n.sinf di indonesia kekurangannya malai dari perencanaan pvmlwntultan, | (jj‘l'l?;:'-»; l-.ukuu;
dan simbo! vang masuk rumusan norma, ditambah +I:-1;;,: dengan Ic:_n,-ulnu}-‘)augzm.ig.'z“;l; oy ;
Lihat Sajipto Rahardjo, Penegakan Hukiom Progrest), U"l]‘:‘““].‘if-“l_[‘_l:?Ft‘* b d);; :“m"%mn 1 ode

31 Setiap tanggal 20 Marer di Belanda diperingat peray.an h;llf |.:< 1 Illb{l 1?1 _ 11,1 t:_]hlm IGIb S

Ouost ndische Cm,,pﬁ-g”ic (VOC) schagai tahap;m pi‘,-‘nl;m;m dl E\m.jnt.lm ,l.‘iul‘; o 100.;..

Lihat, “Richard Zakarias Leirissa dan Sejarah VOC™ dalam Kompas tanggal 15 Apnl 2002,

hlm §2. 2 hukum adat adalah semua pen-

Menorur Pasal 163 vang tunduk pada peraturan golongzan hukum ad: s wolonean

duduk Bumi Putera (Judouesia asli), terkecuali mercka vang lclal}'ums; l:at(;.v. | .:Ea dﬁ;im

hukum lain. Lihat, E. Utrechy, “Ancka Warna Hukom (Rf’f”)f Sbf‘t{ "fg)d 1 Bnal-:‘guku ]‘“ o.

Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet kedua (Jakarta: NV Penerbitan dan Bak

1a, 1953), him 119-142. -

33 ;::::1;,7159 a.:':)l’ti(l) RR "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama (:;'azi {:!:jzwi::::‘;
atau dengan mereka yang dipersamakan dengan mereka, maka mcrekr:i tundu f: (g‘ogigm; .
hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurit undang-undang agam
wetten) atau ketentuan-ketentuan lama mereka”, Ibid. hlm 217. chtine van Nederlands

34 Pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan lS (Wet op de Smr:;:: };'gdia Belanda. Ke-
Indie} Stbl 1292:212 mencabut hukum Islam d:-u} lingkungan tata hu 'md in o teort receptie
o bt g tvrpins st i ook o
yang mengadopsi pemikiran Cornelis Van Vollen N Bere. dengan menyatakan hukum
Complexu yang sebelumnya digagas vleh L.W.C. Van Den cr;?ﬂ A%d  Mapan, “Pengarub
Islam telah diterima sepenulinya oleh pemeluk agama lslafnz Lihat Abdul Manan,

Teori Receptie dalam l:I)’m-kcmbang,:u'l Hukum di Ipdoncs:a' dalam Azn;ég rl:tlasaghl -I;;.:;zum
Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Media Pradana Group, ) hlm
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lam !ugkum substantif maupun bidang hukum acaranya. Berangkat dari |atar belakang
pemikiran tersebut, permasalahan hukum yang diangkar dalam tulisan ini adalah se-
bagai berikut:

I.~ Apakah positivisasi hukum acara dan hukum materil di lingkungan peradi-
lan agama yang dilakukan secara mutaris mutandis, di dalam proses penega-
kannya cenderung mengarahkan desekularisasi hukum Islam ?

2. Bagaimana melakukan pembangunan hukum acara di lingkungan peradilan
agama dikembangkan berdasarkan hukum materiil yang beroricntasi pada

:ullkum acara yang berangkat pada prinsip keadilan dan prosedural hukum
slamy ?

B. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERADILAN
DI INDONESIA

1. Teori tentang Keadilan Dan Lembaga Peradilan
) LR Al . ! r = r s fl* '. 5 . X £ .
Peradilan adalah pekerjaan hakim acau badan pengadilan. Hakim dan pengadi-

lan adalah badan vang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa

engaduan tenrang eaneou: : cum) ‘mertks '
peiniduan wentang gangguan hak (hukum) atan memeriksa gugatan dan badan iw
memben patusan hukom. ™

' . ' e . aary Leayr. - 5 .~ .

Peradslan terdin dari kara dasar adil. dementaa pengadilan bukanlah diartikan
semata-niaia sebaga badan untuk mengadili, melainkan sebag
varae hal membert keadilan, Members keadil
cas badan pengadilan atau hakim dalam
kepada vang imohon keadilan, apa vang

a1 pengertian abstrak,
an beraru hal vang berealian dengan -
membertkan keadilan, vaion memberikan
| - menjadi haknva atau apa hukumnva, Dengan
kata Lun. peradilan adalah segala sesuatu vang bertalian dengan tugas hakim dalam
memutus perkara, batk perkara perdata maupun perkara pid:;_na., 11|;tuk mempertah-
ankan aan menjamin dicaarinya hukum materiil. ™ Peradilan hukum lebih cenderung
menyelesakan perkara melalui pengadilan sebagai lembaga, sementara peradilan kea-
f.‘ill:'ln lebih imenempoh jalur hukum di luar pengadilan, baik melalui jalan pcrdam:’t-
1an, maupun melalui negosiasi, maupun arbirrase.

Readilan merupakan suatu asas yang sangat penung dalam hukum Islam. Dj
dalam al-Qur’an karena pentingnya kedudukan dan [un;;si keadilan, disebut lebik
dari 1.000 kali terbanyak serelah Allah dan lmu pengerahuan. Adii dan keadilan

T

35 Sudikno Mertokusumo, “Sejarah Pecadilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942

dan Apakah Kemanfaatan bagi Kita Ban 12", Dis ' :
, ; ¢ angsa Indonesia”, Discrrasi Dokt sakarta: X
sttas Gajahmada, 1971) him 2. ! or (Yogyakarta: Univer

36 Ibid.
37 A.M. Saefuddin, “Sistem Ekonomi Islam” dalam Panjimas No.411 tabun 1983, hal 45.

"-"+
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berasal dari bahasa Arab yakni ad! dan gisth. Dalam bahasa Inggeris disebut justice.
Keadilan dickspresikan dalam beberapa kata seperti abkam, gawam, amtsal, iqtisha-
da, shadaqah, shiddig, atau barr. Adil adalah sifat Allah sebagai hakim yang adil.?*
Dimensi keadilan berkaitan erat dengan pengadilan, dimana beban keadilan terle-
tak di pundak hakim. Keadilan juga berkaitan dengan saksi, demikian juga berkaitan
dengan pemenntahan, atau pemimpin yang selalu berhadapan dengan masyarakar
kelompok atau golongan.® Seorang pemimpin harus berdiri di atas kelompok dan
golongan dengan menjunjung tinggi sifat keadilan.

Berbuat adil adalah sebagai standar minimal prilaku manusia, dilanjutkan dengan
berbuat kebajikan, amal sosial untuk kaum kerabat*? Sementara perbuaran melanggar
aturan (muerkar) dan permusuhan (al-baghys) dilarang, karena merugikan orang lain
serta manifestasi ketidakadilan atan kezhaliman.** Keadilan adalah kosa kata Indo-
nesta moderen yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 19435 dan Pancasila. Di
dalam Islam, keadilan dipahami sebagai "Keadilan Hahi”. Di dalam al-Qur’an kea-
dilan berhubungan dengan moralitas, realisasinya berpedoman pada keadilan Ilali,
serta setia terhadap hukom Hahi#* Keadilan bersifat mulu dimensional, berintikan
pada kebenaran (f-hagq). Selain it mengandung keseimbangan vang menimbulkan
keteguhan dan kekokohan. Dalam kontcks kenegaraan, keadilan seringkali disand-
ingkan dengan kesejahteraan. Menurut M.Quraish Shihab, meskipun teriadi silang
pendapat can perdebatan tentang apakah keadilan atau kesejalueraan vang harus di-
dahutukan, maka berdasarkan beberapa ketentuan nash dan makna tematik di dalam
avat al-Quran, ternvata vang harus didahulukan adalah keadilan.®

Untuk kesempurnaan kehidupan, al-Qur’an telah menyerabkan kepada manu-
sl untuk mengatur proses atau pranata maupun lembaga hakum vang bertugas me-

- - —aal .

38 Di dalam al-Qur’an, udl sebagai kata benda disebut sebanvak 14 kali. Sementara kara
qisth disebur sehanyak 13 kali, seperti disebutkan dalam QS 7(al-A'raf): 29, 159 dan 181.
Menurut konteknya, keadilan dalam QS 7 (al-A'taf): 29 adalabh berkaitan dengan sikap
terhadap dini sendiri. tbadah kepada Allah swr tidak boleh dilakukan dengan merendah-
kan martabar diri. Likat Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasar-
kan Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm 361-390.

39 Lihat QS 11 (Hud):45. Ibid.

40 Kata amanat berkaitan dengan pemerintahan dan urusan negara. Untuk urusan amanac harus
diserahkan kepada ahlinya dan scorang ahli harus memerintah dengan adil. Lihat QS 4 (an-
Nisa):58. 1bid.

41 Adil yang disebut dalam ayac 8 QS § (al-Maidah) sebagai sifat yang dekat kepada taqwa, kar-
ena dalam taqwa terkandung pengertian tentang kemampuan memilih antara yang baik dan
buruk dengan pertimbangan yang adil. Lihat, M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Tafsir
Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, cet I 2007) hlm 147-177.

42 Lihat QS 16 (an-Nahl): 90. Ibid.

43 Libac QS 20 (Taha): 112).1bid.

44 Jbid.

45 Ibid.
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nyelesaikan berbagai macam perselisthan di antara umat Istam, sekaligus memberikan
sanksi hukuman kepada para pelanggar hukum. Namun demikian kebenaran dan
keadilan tidak akap tercapai hanya dengan adanya lembaga peradilan semata, me-
lainkan juga harus ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana tata cara sescorang
mendapatkan keadilan tersebur.

Ukuran yang berbeda tentang keadilan diusung beberapa ahli. Aristoteles me-
nyatakan keadilan adalah suaru kebijakan politik yang aturan-aturannya menjad;
dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan tersebut merupakan ukuran tentang
apa yang hak. Orang harus mengendalikan diri dari plonesia, yaitu memperolch ke-
untungan bagi dirt sendiri dengan merebur apa yang menjadi kepunyaan orang lain. *
Sementara Herbert Spencer menyatakan setiap orang bebas menentukan apa yang
akan dilakukannya asa) ridak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

Keadilan dalam teori keadilan Jhon Rawls,¥” dimana keadilan lebih diarahkan
pada keinginan dasar dalam kehidupan. Rawls menyatakan bahwa adanya kemauan
hidup bersama adalah apabila terpenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama (sociif
contract). Kemauan melakukan “kebaikan” pada orang lain tanpa tendensi apapun,
melainkan semakin ingin melakukannya (categorical imperative) sesuai dengan aturan
formal. Keadilan adalah kebajikan utama dalam instirusi sosial, sebagaimana kebe.
naran dalam sistem penukican.®™ Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduly
betapapun efisien dan rapriva. harus direformasi arag dibapuskan jika ridal: adil.
Readilan tidak membiarkan Poizorbanan yang dipaksakan pada sckelompok orane:
diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati orang banvak. ™ '

_'_—-—-—._————.———_..——

—-—I_-___._-

46 Satjipro Rahardjo, llmu Hidim, Cetakan Il (Bandung: Alunni, 1986}, him 163-164.

47 Keadilan Jhon Rawls didasarkan pada konsep hak individu Jhon Locke, kontrak sosial dari
JJ Rausseau dan prinsip etika dari Immanuel Kane, Libat, Jhon Rawls, A Theory of Justice,
{(Harvard, Belknap Press, 1977), hlm 85-89.

48  Keadilan terdiri darj 1) keadilan distributif yakni pemberian kepada setiap orang bagian atau
Jatah sesuai dengan Jasanya (memuncnlkan aspek kesebandingan), 2) keadilan komuta nf, vaitu
memberikan kepada setiap orang bagian yang sama tanpa memperhatikan jasanya (aspek per-
Samaan), 3) keadilan vindikarif yauu memberi ganjaran -atau hukuman yang sesuai dengai,
!cesalahau yang dilakukan, 4) keadilan protektif yaitu memberikan perlindungan kepada set-
lap orang, sehingga tidak scorang pun akan mendapat perlakuan seweng-wenang. Lihat, Asep
Warlan Yusuf, “Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi yang Berkea-
dilan” dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Sawitti (ed) Butir-Butir Pemikiran dalan:

Hukum, Memperingati 70 Tabyus Prof Dr.B.Arief Sidharta, SH. (Jakarta: PT Refika Aditama,
2008) him 215-228.

49 Lihat, Jhon Rawls, A Theory of Justice,...op.cit, hlm 4-5.
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Prinsip keadilan menurut Jhon Rawlss” bertumpu pada kejujuran (fairness) yang
berjalan apa adanya. Hubungan sosial berjalan secara berkeadilan, harus dia}*ur atau
berjalan dengan dua prinsip, yaitu kebebasan yang sama (principle of equal liberty)*
dan prinsip ketidaksamaan (the principle of difference).’* Artinya Jhon Rawls tidak
mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan
dan lainnya.** Suatu hal yang tidak mungkin, ketidaksamaan diatur sedemikian rupa
schingga terjadi ikatan, kerjasama dan kaitan saling menguntungkan di antara mer-
cka. Dalam hubungan di antara dua prinsip keadilan, menurut Rawls adalah untuk
menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan utilitarianisme.* Sementara syarat
keadilan mempunyai dua sifat dasar vakni cinta pada kepentingan sendiri (self in-

a —_— - - - e —— | e
e

Y I"rinaip kcadilnn adalah L‘llmpllLH; sl | Atz iy ain sist an bersatu karena adan}u katan +
untuk memenuhi kepentingan bersama. retapn Basr fan masing-masing individu mempunyin
pembawaan (madal dasar) serta hak vang berboedy dan seimuanyi tidak dapae dilebur dabang
kehidupan sasial, 1hid.

M Kebebasan yvang sama (prinesple of vl Do, T orang mempunyat kebebasan, sepert

kebebasan politik, kebebasan berpabin, Lebeinioan duavs andakan sewenang-wenang, kebebasan

personal, maupun kebebasan memilili Reloas aan, had hhin 6 I, Lihat juga Rawls, * A Theory

of Justice™ dalam Reason and Respovisthuliey, 1ol I nnberg (ed) (California, Belmont, 1978),

him 550,

Urinsip ketidaksamaan (the principle of differend o), bahwa vang ada di antara manusia dalam

bidang ckonomi dan sosial, termasuk Ji bidang awran hukum harus diatur sedemikian rupa,

schingga ketidaksamaan tersebur (1) dapat mengunumgkan setiap orang, khususnya orang
yang secara kodrarti tidak berunting dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang
terbuka hagi semua orang. jhon Rawls, A T, heory of lustice, 14-13 Tentang Tekeualisasi dari

kedua prinsip tersebur, secara urabh. Lihar, 1bid blm 60.

33 Dalam pemaknaan ahli agama, adil berart pertama sama, kedua, seimbang, ketiga perhatian
techadap individu dan memberikan hak-hak it xepada setiap pemiliknya, keempat keadilan
Hahi. Lihae M.Quraidh Shihab, Watoasan Al -Queran.... doc.cit.

54  Menurut Utilitarianisme kegiatan yang adil adalak kegiatan yang paling besar menghasil-

kan keuntungan sosial ckonomi bagi scbanyak mungkin orang (the greatest happiness

number). Artinya keadilan dipahami sebagai identik dengan tjuan memperbesar keun-
tungan sosial ckonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan dici sendiri
setiap orang menjadi sempit. Akibatnya prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincan-
gan partisipasi dapat dihalalkan. Lihat, Theo Hijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan

Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius 2000), hlm 45-350.
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lerested) dan rasional.Ss Kemudian keadilan dapat diinterpretasikan dan diterapkan

Berdasarkan beberapa pemikiran ahl; tersebut, bahwa rumusan tentang keadi-
lan lebih banyak tinjauannya kepada orang sebagai pelaku keadilan. Seorang dapat
menjadi pelaku dan pemberi keadilan kepada pencar keadilan di lingkungan lembaga
pengadilan, ketika orang tersebut mempunyai keahlian yang disebut hakim. Seorang
hakim adalah pengemban profesi luhur dalam member keadilan.

D1 dalam scjarah perkembangan Islam, bahwa hakim adalah jabatan berdasarkan
keahlian prestisius setelal jabatan khalifah dan wazir istana. Pelaksana hukum Allak
SWT adalah julukan yang disematkan kepada para qgadhi atau hakim. Oleh karcnanya
sepanjang era kejayaan Islam, orang-orang yang menyandang status sebagai hakim
sangat dihormari. Hakim bahkan dianggap scbagai jabatan yang paling berpengaruh
di bawah di bawals khalifah dan wagzir istana. Di mata Imam al-Mawardi (975-1058)
Scorang ahli ilmu tata negara di era Daulac Abbasival, menyatakan scorang hakim
schagai pelaksana hukum Allah SWT, harus mengedepankan prinsip kebenaran da.
lam bertugas. Sementara dalam pengertian wmum, qadi atau hakim diartikan schagai
pelaksana undang-undang arau hukum di negara Islam.*

Seiring perjalanan waktu, menurut Josef W Meri dan Jere L.Bacharach dalam
buku Medieval Istamic Civilization, tugas dan fungsi hakim rerus berkembang. Awal-
nvahakime memiliki fugas sangar terbatas. Tetapi sclk era Abbasivah hakim bukan
sckedar pejabar peradilan, melainkan pula admunstragf hingga simbolik. Hakim per-
tama b dunia Islam hadie pada masa daunlar Umimayvaly.

— e e S —-'—-'-'—I'— Lo S

P Landa pada kepensingan sendirg arunva senantiasa mengarahkan undakannya untuk kepent-

mgan sendii, baik Kepentingan keluarga, agama Madpun negara. Sementara yang dimaksud
rastonal adalab (1) mereka sadar dengan kepentinganiva sendici seCara pasti atau taha kon-
sckuensi dari sindakan vang dilakukannva maupun andakan vang ditakukan orang lain. {2)
Didak i badi, dimana mereka sadar dan rerbuka terhadap adanya perbedaan, seperti perbe-
daan kedudukan aag keuntungan yang diperoleh. (3) tidak menerima suatu pendapat tanpa
dasar arau fakea, seltingga tidak purus asa mencart kebenaran, fhid

36 Imerpretasi keadilan bila diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang lebth konkrit, (1)

harus menguntungkan bagi seriap orang (everyone’s advantage), memunculkan prinsip
clisiensi (principle efficiency) dan prinsip perbedaan (principle difference), dan (2) ter-
buka semua (equally open) dapar interpretasikan terbuka bagi bakat (equality as careers
ofen to talents) dan terbuka bagi kesempatan yang fair (equality as equality of fair op-
portunity). Prinsip perbedaan sebagai batasan untuk mengendalikan ketidakpastian dari
prinsip efisiensi, sebab prinsip efisiensi dapat bersifac sewenang-wenang jika diberikan
syarat yang samar. Karenanya hacus ada batasan lebih fanjut, yaitu prinsip perbedaan.

1bid

57 Yusuf Assidiq, "Fungsi dan Posisi Hakim Dalam Islam”, dalam Republika, Senin 3 Januari

2011,

58 Ibid

D1 dalam karyanya al Abkam as Sultaniyah (Hukum Tara Negara), Imam al
Mawardi mengulas panjang lebar tentang profesi hakim. Dia menilaj profesi hakim
adalah jabatan mulia. Lebih jauh, Imam al Maward; mengajukan sejumlah syarat yang
harus dipenuhi sesecorang untuk menduduki jabatan hakim.s*?

Dalam pandangan lain, menurut Samuel P Huntington keahlian adalah ke-
mampuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dengan menguasai bidangnya,
serta telah melalui proses pendidikan dan latihan khusus dalam waktu yang relatif
lama dengan tngkac kesulitan yang tinggi. Sebagai pengemban profesi, seseorang
setidaknya mempunyai tiga kriteria, yakni punya tanggung jawab sosial (social re-
sponsibility), kesejawaran (corporateness) dan keahlian (expertise). Pengemban pro-
fest harus berikrar akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mencinai pekerjaan
dan mengabdikannyva untuk kepentingan kemanusiaan.®

Dalam penegakan bukum di lingkungan peradilan agama pemberian keadilan
dilakukan aleh hakim sebagai pengemban profesi kepada pencari keadilan. Sebagai
pengemban profest hakim dalam memeriksa perkara tidak terlepas dari dasar kom-
perenst dan prosedar sebagai hukum acara yang diberikan oleh undang-undang sc-
cara kKhusus mengaturnya, Dapart dilihat prosedur dan proses hukum vang dilakukan
stpavi dd;‘*.!i‘ dilaknkan pencarn kcadilan, Mria mengcdcp;mkan keadilan vang scpcrti
ap v hendak dicapai dalam proses penegakan hukum terschud

hompetenst absolut peradilan agama atau atribusi kekuasaan adalah ketentuan
tentange apa vang termasuk ke dalam kompetensi/wewenang suar lembaga peradilan.
Romperensi vang tercanunm di dalam undang-undang, mengarur susunan dan kekia-
saan lemibens peradifan bersangkutan. Susunan dan kekuasaan badan di lingkungan
Peradilan Azana diawar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahan 1989 tentang Pera-
dtlan Agama,

Keuka swran berdasar legalias agama diformulasikan menjadi keabsahan for-
mal negara sermgkali terjadi masalah bahkan terjadi gangguan (disturbance), baik
pada saat formulasi tataran normacif vang berimplikasi pada penerapannya. Scha-
gaimana halnva Undiang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta
peraturan pelaksananva, dijadikan dasar mengatur bidang hidup perkawinan dj In-
donesia, tidak hanya diformulasikan sebagai aturan negara, tetapi lebih jauh formu-
lasi aturan tersebut telah masuk pada ranah suatu keyakinan dan agama. Di dalam
perkembangan pencrapan pelaksanaannya, terlihat adanya pergeseran praktik atau
gangguan (disturbance) di Pengadilan Agama. Indikator secara teoretis penyelesaian

39 Yusuf Assidiq, “Kriterian Hakim yang Ideal”, dalam Republika, Senin 3 Januari 2011.

60 Samuel PHuntington dalam Muhajir Effendi “Profesi dan Profesionalisme Gury™ dalam Re-
prblika, Rabu 2 Pebruari 2011. _

61 Pengertian kompeteusi adalah kewenangan memeriksa atan mengadili perkara suatu ?cngadl-
lan. Kompertensi meliputi dua macam, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Lihat,
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Bandung: Alumni, 1978), him.
41.
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perkara berpedoman pada rumusan pasal yang bersifat mekanistik, menggunakan
hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Namun berdasarkan daca Pengadilan
A_gama fil seluruh Indonesia, lernyata jumlah perkara perceraian yang masuk dan
diselesaikan setiap tahun meningkat berkisar sepuluh persen, di tiap-tiap lingkun-
gan Pen.gadilan Agama kota atau kabupaten. Peningkatan perkara umumnya bidane
perl_ca\}rman, utamanya tentang cerai talaq dan cerai gugat (kbulug).* Prosedur me-
kamst.lk yang berlaku di Pengadilan Agama bidang perceraian dan segala hal yang
mengikuti, setidaknya sebagai sebuah pemikiran yang scrius, benarkah penyelcsaia;
perkara di lingkungan peradilan agama hanya diukur dari asas peradilan scderhana,
cepat dan biaya ringan. Pada kenyaraan di dalam praktik menimbulkan masalalh, kar-
ena tidak sejalannya hukum materiil dan hukum acara vang digunakan.*

| Mengikuti prosedur hukum acara di dalam HIR, RBg, BRv dan BW, membawa
implikasi penyelesaian hukum di lingkungan peradilan agama. Adanva ketentuan
!’asal 34 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, wernyata telah menggiring hakim men

Jauh untuk menerapkan hukum acara peradilan khusus berdasarkan kerentuan hukam
[slam. Hakin cenderung menggunakan prosedur mekanistilk vang ditentukan dalam
hukum acara di peradilan umun, Akibatnva terdapat perkara Vang menggantung.
memakan waken yang panjang, dischabkan mekanisme vang sangat formal, ﬁcpt.‘r:‘fji
adanva apava hukum banding. manpun kasasi. serta rerbentur pada cksckusi vang
harus dilakukan. o

A e S —

oy Sl

62 Pada rabhun 2002 Cerai Talaq sebanvak 63,745 perkara, Gugar Ceral sehanvak 81,846 (36 )
perkara. Tahun 2003 Cera Talaqg sebanvak 61,393 perkara, Gugat Cerai sebanvak 83,3 19 (3 =
%) perkara. Tahun 2004 Cerai Talaq schanvak 38,133 pcrk;ir;;.. Gugat Cerai sebamvak 85 71
(9.3 %) perkara. Tahun 2005 Cera Talag sebanvak 32,360 [‘lcl'k;{ll':l‘ Cugat Cerai sebam it
50.946 (60,7 96) perkara. Tabun 2006 Cera; Talaq sebanvak 53,509 pcrka:-a. Gugar Cerai se-
han}":lk 87.731 (62,1 %) perkara. Tahun 2007 Ceral Talaq sebanvak 33.536 p::;k:lra.. Cugae
Cerai schanyak 94.859 (63 %) perkara. Sumber Digjen PPA Departemen Agama Tahun 2008.

63  Jumlah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebanvak 4911 ka-
sus. Pada umumnya meayangkut perkara perceraian dan didominasi perkara Cerai Gugar,
Perinciannya PA Kora Palembang sehanyak 1.391 perkara, PA Kota Lubuk Linggau (h-iusi
Rawas) sebanyak 678 perkara, PA Baturaja (OKUT, OKU, OKUS) sebanvak 680 E}crkara, A
L‘Ihilt (Kota Pagaralam, Empar Lawang) sebanyvak 438 perkara, PA Muaraenim (Kota Prabu-
mulih) sebanyak 527 perkara, PA Kayuagung (Kab. OKI & Ogan Ilir) sebanyak 467 perkara,
PA Sckayu ( Kab. MUBA & Banyuasin) sebanyak 365 perkara. Sumber P::ngadilan Tinggi
Agama Palembang Tahun 2009.

64 Jumlah perkara dj Pengadilan Agama Kora Palembang, tahun 2007 berjumlah 948 perkara.
Tahun 2008 sebanyak 1195 perkara. Tahun 2009 sebanyak 1427 perkara. Sementara Tahun

2010 berjumlah 1533 kasus, terjadi kenaikan 10 %, scrta 70 96 diantaranya adalah cera; gugat

yang datang dari isteri. Sumber Pengadilan Agama Kota Palembang Mei Tahun 2010,

65 Da!am h'al terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi, atau PK, dalam kesepakatan perda-
maian dicantumkan kalimat bahwa kedua pihak mencantumkan klausula yang berisi kedua

belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada. Lihat, Majalah Hukum Varia Peradilan
Tahun XXV Nomor 288 November 2009...loc.cit.

‘h‘
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2. Hukum Acara Peradilan Agama dan Arah Pembangunan Hukum

Fokus kajian penelitian terhadap hukum acara peradilan agama sangat penting
bila dilihat dalam kerangka membangun sub sistem peradilan dalam sistem peradi-
lan di Indonesia. Mengingat sistem peradilan tecdiri dari 4 (empat) subsistem pera-
dilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, dimana tiap sub sistem mempunyai
kompetensi absolur dan karakter yang berbeda-beda, tentu dalam membuat aturan
harus disesuaikan dengan ciri dan karakter yang dipunyai masing-masing subsistem
peradilan tersebut. Begitu juga urusan yang menjadi kompetensi a-bsolut di lingkun-
gan peradilan agama adalah berangkat dari menyelesaikan kepentingan orang-orang
[slam. Artinya subjek hukum yang dapat beracara di peradilan agama berlaku asas
personalitas, yakni beragama Islam. Sementara bidang urusannya adalah hukum kelu-
arga, maupun ekonomi syariah. Oleh karena asas personalitas Islam sebagat ukuraﬁ,
maka aturan hukumnya, baik hukum acara (hukum formal) maupun hukum materiil
(hukum terapan) yang diterapkan adalah berkarakter hukum Islam.

Mengingat hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalals
sama dengan hukum acara yang berlaku di ingkungan peradilan umum, di:l{zltlu pada
praktiknya mengalanu gangguan (distrerbance), maka penelitian ini cl-apat discbur se-
bagai penelitian membangun hukum yang berada di lingkungan peradilan agama, bm‘k
hukum acara maupun hukum materisd vang digunakan sebagai acuan kompet;cnm/
kewenangannya. Oleh karena peradilan agama dibangun berdasarkan nilai-nilai dan
konsep hukum [slam, serta dikhususkan pada orang yang beragama Islam (asas per-
sonalitas), maka penclitian ini untuk membedah fakta vang berlaku di lingkungan
peradilan pada saat sckarang, serta membert alternatif tawaran dan konsep reformu-
last hulum acara peradilan agama ke depan. N

Secara teoretis penchitian ini dibarapkan dapat memberi stiunbangan pemikiran
bag: pembangunan dan pengembangan hukuim acara maupun lmkumﬁ terapan (111;}-
terul) vang berlaku di lingkungan peradilan agama dalam sistem peradilan Indoncs‘m
vang lebih berwibawa. Secara khusus penclitian int diharapkan dapat mcn*u!mngku-
kan semangat dan menjalarkan berbagai penelitian lain dan kajian mengenai hukun‘!
yang berlaku di lingkungan peradilan agama dan berbagai hal yang mempengaruhi
perkembangan hukum di lingkungan sistem peradilan Indonesia.

Secara prakrikal, penclitian ini diharapkan dapat memberikan mas_ukan_ kepada
pemerintah dalam upaya penyusunan strategi dan kebijaksanaan yang diambil dalagl
pembangunan dan pengembangan hukum acara (hukum formal) dan hukum materiil
(hukum terapan) yang berlaku di lingkungan peradilan agama, sehing_ga pada akh-
Itnya terciptanya suatu hukum yang benar-benar berangkat dari nilai-asas hukum
Islam dalam bingkai sistem peradilan Indonesia yang berwibawa.
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C. METODE PENELITIAN
1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suaru proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-dokerin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesya; dengan preskriptif ilmu hu-
kum.® Penelitian hukum tidak mengenal field research (penelitian lapangan). Artinya
apa yang dutelit dalam kegiatan penelitian hukum adalah bahan hukum dajam ben-
tuk riset kepustakaan yang fokus pada bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder.*” Perlu ditegaskan, sebagai penelitian hukum, meskipun di dalam peneli-
tan ini digal; beberapa data dan informas; yang dikompulkan dari lapangan seba-
gar data primer, namun itk fokus analisis pembahasan dan penarikan kesimpulan

berada dalam taaran canah normatif, sehingga aspek hukum tetap terjaga. Karakeer
di dalam penclitian hukum adalah untuk menemukan teori substansi sebagai respon
terhadap ancka peristiwa yang terjadi di masyarakar. Temuan yang dihasilkan tidak
Lun merupakan preskripsi dal

A upaya menyclesaikan persoalan hukum yang terjadi
dv masvaraka,

2. Tipe Penclitian

Bipe penelinam hukum tenang reformilasi hukum acara peradilan
Kevangion pembancunan sistem peradilan di Indonesia, adal
dengan anabisis daga bersifar deskriptif analitis. Deskripsi
mr pada amnnne bertujuan untuk mendeskripsikan at
stennies dalun bentak uraian tulisan rentang ol

perkembangan peradilan agama, baik sebagai Proses, maupun sehagai lembaga dalam
perkembangan awwal sebelum kemerdekaan dan perkembangan kekinjan. Pemaparan
dan penvapian vang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Semus bahan-bahan
dan dawa vang dikumpulkan dalam penelitian ini menjadi kunc dalam analisis dan
pembahasan, didapar menggunakan daca sekunder berupa peraturan perundang-un-
dangan. juga sumber pustaka yang relevan_ss Deskripsi yang dilakukan dalam analisis
Pembahasan berdasarkan data-daea faktual dan akurar tentang hukum acara peradi-
lan agama, baik schagai lembaga maupun dalam proses dalam lingkup hukum agama,

agama dalam
ah penelitian deskripsi,
maksudnva, penelitian
Jumenggambarkan secara
jck penclinan tentang dinamika dan

, leori & Metodologi Penelitian Hukim Normatif (Malang:
lishing, 2006), him 46.

68 Zen Zanibar, Otononti Desg Dengan Acuan Khusys pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan
(Desertasi), (Jakarta: Program Pascasarjana Ul, 2003), him 61.

maupun hukum negara. ¥ Kemudian per{elitifm dapat nlengungkfa[:ilfahn I:Jf:fmepz.l
kelemahan dan kelebihan dalam proses leglslas: hlﬂ(ll:;‘l agama 'mcgpa kl | 1:'[1 art?n g»,
ara, utamanya tentang hukum acara pcrafillan agama. Kemudlgn . ci.-s r:if :},gam 1}:3.
dalam penelitian ini analisis data yang fhlakukan tidak keluar _fan ng UJ' . ['kﬁsif
bersifat deduktif, berdasarkan teori-teori atau konsep yang bB[:Sl at un]:um 'mp i [
kan untuk menjelaskan tentang sepcrangka.t data, atau menu?]'ukka_l} .OI(I;ITMSI a zlu
hubungan seperangkat data dengan data lainnya,”! serta anaf:t:s,.aru.li a ‘:l ﬂ;:n' pcr;2
litian 1ni analisis data mengarah menuju ke populasi data sebagai objek penelitian.

3. Pendekatan Masalah

Pendckatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalahs

a. Pendekatan Filsafat (Philosopycal Approach): Memasukkan hal-hat }‘;\l:g pt‘:in:
ting sebagai inti dari keberadaan peradilan agama ad?lah k?l‘*cntllflll }fnf t;er; :*:1
pat dalam agama Islam yang bersumber padz} al-Qur’an. Km{m“"f‘ fz‘;s. i.(;l ;_lrl -
al-Qur’an umuminya berupa dalil nagl, artinya sumber dalil hfct .l!\.} ¢ J‘l[i' r
man Allah SWT begitu adanya, tanpa adanya pcrtolongm:u logika akal py iran
manusia. Pada ranah tertentu, bahwa aturan hukum. d'n !mgkgn;.m ;w?x*l.;(.llll;ltl
agama bersifat transenden, berada di luar jangkauvan nilai f :Iusn‘la an ”l:lT I: m;:
pengetahuan. Di pihak lain dalam konsep Hukum Islam, I'c:.tn.;un.; a.-a 1111 :_]_
Quran kosa kata filsafat atau padanannya, yvang ada hanya d:sc!mf A S ili:b.. :
hikmah. Oleh karenanva ranah pemikiran filsafar d:‘l'fll‘l'l huan NEY J:wﬁw.u
sehagar hikmah, D dalam Islam ilmu hukum diposisikan sebacan el d:::-l? .
lin il vang memiliki dua dimensi sekaligus, vakni pertaing beisia !:1*:.1;'?1'51.*1@
dan taabudi (seorreasonable) vang dikoum didasarka-n.pad:l -.x:.-.ziia;'u nm..zlm'Ln-]!:
dah-kaidah istinhath. Kedua, mempunvaj dimensi 5151::'1|-c111|11!‘!k {11*1.;;.1@: \:s.:llju:x
ta’aqquli (reasonable), mengacu pada pergumulan sosial demi terimplementas

63 Lexy [.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ketujuh (Bandung: Remaa Rosda-
karya, 1996), him 6-7. ‘ | ‘ -

70 Meilgcnai tpe penelitian deskripsi ini lebih detail periksa Bambang Sun;;;ggnf;, L 9%'; :\limd
ologi Penclitian Hukimn, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad:!), hlm. 36. Periksa |u;.::a ambang
Waluyo, 1996, Penelitian Hulum dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika), hin.. §-9.

71 Bambang Sunggoro, Op. Cit., him. 38.

72 Ibid., him. 39. | | |

73 M‘cn:lrut Ahmad Zaini, pemahaman secara fisafat dalam Hukum Islam dlSEl?lll m:.nmh::m
secara hikmah. Artinya memamami agama secara mendalam tentang agama, Hl}:ltl?ll tl-_‘:lrs;':c ut
diberikan oleh Allah kepada orang bernama Luk_m:m (llh::tt QS Lukman: 12)[.;1:"]133 at 'a: ukun:
Islam berarti pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan l'!ukum IS[EIE‘I, alH n;cny ; i @
materi nya, maupun proses penerapannya. Lihat, Ahmad Zaini, et a!], h!:;afal!;m'l | [:; Sm ksmn;
(Jakacta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agm;mfl I 15-1;2 :
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1987), him .
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inya nilai keadilan dan kemaslahatan universal di masyarakat,”

Dalam perkembangan kekinian, baik tentang sekularisasi, sekularisme, mau-
pun desakralisasi hukum Islam, tentunya tidak semua hal dan masalah,di da-
lam masyarakar dapat dijawab dengan pendekatan nash al-Qur’an dan Hadi;s
maupun pendapat mazhab yang berkembang di dunia Islam, tetapi juga perlu d;
jawab dengan hikmah untuk menjembatani kepentingan masyarakat yang ada d
dalam wilayah negara tertentu, e
Pengembangan dan formulasi Hukum Islam formal, maupun materiil ke dalam
h}lkum nasiom:t! selalu membuka pintu berkembangnya pemikiran filsafat 3:’:111
hikmah, sepanjang tidak bertabrakan dengan ketentuan yang secara dan tesras
dalam nash al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam 7
Perlu c_liketahui bahwa dalam konteks hukum modern kekinian balm:a hukum
senantiasa diidentikkan dengan ketentuan tertulis bersifat yuri’dis formal dan
tertutup, serea harus ada kekaasaan vang membuamva yang disebut negara
Qleh karenanya yang perlu dilihat dan dikriust, adalah ‘a])nknh pengaturan w,:u;t;
d!b}mt dan diberlakukan oleh negara terhadap hukam acara dan hukum nn;;riﬁ
di lingkungan peradilan agama tdak terjadi gangguan (disturbance), atau I:m:ll*"-
igciser maupun menyalahi kaidah arau kerentuan vang terdapar clninm }‘lllkll::;]
slam.

S o e et st it
g s fembaga peradilan, peradifan Islam dan pera-
dilan agama dalam perkembangan awal perkembangan Tslam dan setelah
[‘SIE.‘IIH djj;‘!dikfm pcd-::-m:m JEAM Inaupun sclmgni hulfum; | o R
2) bc]amh- perkemhang:m pohuk peradilan agama, perkembangan lembaga
pengadilan agama di dalam sistem peradilan Indonesia, dimana rcr"lfli
persentuhan dan rarik menarik terhadap lembaga dan kcw:mmlgan ;ﬂ)so]l‘ut-
nya. Bcntu}'an antara hukum Islim dengan Hukum Adat yang berkembang
di I.ndonem_a, serta penvesiauan hukum acara dan hukum materiil di lmj(:
nesia mengikuti pola dan pendekatan menurut tradisi hukum Barar sebagai
bag::fn dari tradisi hukum civil law. Perlu dibahas dan diungkapkan apa ‘djn
bagaimana batasan yang ada pada konsep hukum Barat ketika menvelesaj-
kan masalah pcr_kara dan sengketa hukum di bidang hukum kcluargzl. |
3) Pendekatm{ Yuridis Normatif, karena permasalahan vang diteliti adalah
reformulasi peradilan agama, di satu sisi ada ruang g‘craic hukum agama
yang mengatur berdasar hukum sakral (hukum Tuhan), sementara hukun;
negara mengatur dalam konteks ketertiban, Pengaturan dalam berituk hu-
kym formal negara dalam bentuk undang-undang patut diuji secara ilmiah
d}le!catkan dengan dasar pendekatan filosofi keagamaan berdasarkan nilai-
nilai agama dan hukum Islam. Artinya di satu sisi melihat aspek nilai-nilai

—_—
74  Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi...Op.cit, him 18
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transendental yang diatur dalam ruang lingkup norma agama, ketika diatur
dalam bentuk hukum formal dapat dibuat sejalan, ataukah justru terdapat
hal-hal sebagai pengganggu (disturbance) yang menjadi benturan antara
keduanya. Sebagai suatu penchitian hukum normatif, analisis yang dilaku-
kan adalah mengungkapkan dan menguraikan beberapa kelebihan dari sifac
hukum formal negara yang bercirikan asas kepastian hukum dalam bentuk
undang-undang. Di pihak lain ciri hukum negara yang bersifat formal dan
tertutup, maka perlu dicarikan sist keselarasannya dengan norma hukum
agama sebagai landasan peradilan agama. Sejalan dengan hal tersebut, da-
lam penelitian ini dilakukan pemerian, penganalisisan dan pensistematisa-
sian hukum tentang peradilan agama, dengan penelitian lapangan sebagai

penunjang.

Berdasarkan atas pendckatan yvuridis normanf,” maka langkah-langkah yang
akan dilakukan dalam penelitian i, scbagai bernkut:

* menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama
yang berlaku 17 abstracto (inventarnsasi hukum positip) dengan cara iden-
ufikast yang Lritis-analitr:s, amuk sclanjemva melakukan klasifikast yang
logis-sistematis terhadap peraturan perundang-undangan tentang peradilan
agama dan peraturan pelaksananva vang berfakug

* menggali dan menemukan asas asas hukuim dan konsep hukum yang men-
dasari legislasi dan regulasi bidang peradilin agama dadam upava mendu-
kung dan mengembangkan peradilin coama vang mempunyal kompetenst
di bidang hukum keluarga dan ckonaonu svarah;

* menggali dan menemukan karakeensuk dan konstrukst hukam tentang re-
formulasi hukum acara peradilan agama schagar alternanuf pengembangan
hukum agama (hukum Tuhan) dalam peraturan perundang-undangan yang
ada, termasuk dalam fatwa-farwa vang dikeluarkan oleh orgamisast kea-

gamaan Indonesta.

Sebagai kegiatan ilmiah yang berusaha menjelaskan kenyataan hukum, pene-
litian ini tidak didasackan atas perfektit suatu disiplin non-hukum tertentu, tetapi di-
dasarkan kepada perfektif-perfektif dari beberapa disiplin yang relevan, seperti ilmu
fikih sebagai landasan ilmu syariah, maupun bidang ilmu sosiologi, antropologi, mau-
pun ilmu hukum lainnya. Walaupun penelitian yang dilakukan menggunakan pers-

75 Menurut Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, “penelitian hukum normatif atau kepustakaan
meliputi: 1) penelitian techadap asas-asas hukun; 2) penelitian terhadap sistematika hukum;
3) penelitian taraf sinkronisasi hukuin vertikal dan horizontal; 4) penelitian perbandingan hu-
kum; dan 5) penelitian sejarah hukum. Baca Socrjono Sockanto dan Sri Mamudijt, Penelitian

Hukum Normatif, (Jakarta, Rajawali Press, 1985), him 15.
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pektif disiplin ‘ilm_u'lafn, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum,
karcnfa.per.fe]mf disiplin lain hanya sekedar alat bantu. Dengan kata hasil akhir dari
penelitian ini adalah tetap pada kesimpulan yang bersifat normatif.

4. Jenis, Sumber dan Prosedur Pengumpulan Bahan-bahan Hukum
Penelitian ini terutama didasarkan atas data sekunder yang merupakan bahan-
bahan hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen
hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut diperolch melalui penelitian kepus-
takaan ({ibrary research) guna mendaparkan teori-tcori hukum acau dokirin hukum,

as:;_s-.asas. lfukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah pe-
nelitian inj.

. Kepustakaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan hukum kepustakaan dan aturan perundang-undangan diperoleh dari:
a)  Boban hubam primer, terdiri dari | o
(1) Norma atau kaidah dasar, yang terdapat di dalam keempan alenia Pem-
| bukaan dan batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen keempat.
=) Peraturan Dasar berpijak pada rumusan Pasal 29 UUD 1943, michhar
peran negara terhadap agama dan kevakinan dalam mchndungy hak
Warga negara;

(5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tatacara Pembentu-
kan Perundang-undangan. ‘

() Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor
33 Tabun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 i(“; undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok chunsaz:l
Kehakiian:

(5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 j0 Undang-undane Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; ) ” |

(6) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta aturan
pelaksananya, seperti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Inpres
!\Io. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum.Islam, Peratumu,Pemer-
mtah No.45 Tahun 1990 Tentang Tatacara Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS); )

(5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3
Ta!lun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Per-
adilan Agama, beserta peraturan pelaksana lainnya, seperti Staatblad
1882 No.152 Tentang Peradilan Agama Jawa dan Madura, Staatblad
Nomor 1937 No.116 Tentang Pembatasan Kewenangan Pengadilan
Agama di Jawa dan Madura, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957

STelntang Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura dan Kalimantan
elatan.

"ty .
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(6) ljuhad dan fatwa-fatwa tentang peradilan agama, bidang perkawinan,
serta bidang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi kea-
gamaan di Indonesia, baik N.U, Muhammadiyyah, Persis, Majelis Ula-
ma Indonesia (MUI).

b) Baban hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer berhubungan dengan objek penelitian,
seperti: literatur, hasil-hasil penelitian, artikel dan hasil-hasil seminar atau
pertemuan ilniah lainnya. Menurut pandangan Ronny Hanitijo Soemitro,
dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk da-
fam Dahan hukum sckunder dapar digunakan sepanjang bechubungan serta
relevan dengan objek telaahan penelitian ini.”¢

¢)  Baban hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberi
pctunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baban hukum
sekundcer, seperti kamus hukum, kamus tentang hukum keluarga, ensiklope-
dia Islam, magalah dan jurnal ilmiah.”” Surat khabar, majalalh mingguan juga
menjadi balan bagi penelitian ini sepanjang memuart informasi vang relevan
dengan objek relaah penelinan i ™

2. Peneclitnan Lapangan

Penelivian lapangan Yicld rescarch) dilakukan sebagai upava memperoleh dar
primer berupa intormasi langsung dalam betuk hasil wawancara kepada narasumber
vang relevan dengan objek penelinian. Tidak kala penting juga adalah menggali doku-
mentasi hukem dar beberapa instanst yang berwenang sebagai regulator yang ban-
vak membahas dan mengembangkan bidang peradilan agama, dengan tijuan uneuk
melengkapi dan menuajang bahan-bahan hukum berupa kepusrakaan dan peraruran
perundang-undangan. Penclitian lapangan ini dilakukan, karena tidak semua bahan-
bahan hukum vang diperlukan dapar diperoleh atau tersedia di perpustakaan.

76 Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metadelogi Penelitian Huduan, (Jakarta: Ghalia Indonesia),

him. 24.
77 Periksa Saerjono Sockanto dan $ti Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau-

an Singkat, (Jakarta: Radjawali Press) him. 14-13.
78 Bandingkan dan periksa Jav A. Sieglar dan Benyamio R. Beede, 1997, The Legal Sources of

Public Policy, 1.exington Books, Massachussets, Toronto, hlm. 23.
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~ Adapun penelitian lapangan dipusatkan pada beberapa instansi dan lembaga
sosial dan k?agamaan dengan cara purposive,” dasar pertimbangan sebagai berikut:
1. Pejabat Departemen Agama, Dinjen Urusan Agama Islam (URAIS) di Ja-

karta;

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Urusan Peradilan Agama
(ULDILAG) di Jakarta;

3. Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Selatan dan Pengadilan Agama Kota
Palembang;

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta:

3. Muhammadiyah dan Nahdartul Ulama (N.U) di Jakara;

6. Praktisi hukum dan Lembaga Sosial vang bergerak di bidang peradilan
agama.

7. Akademisi yang kompeten di bidang peradilan agama.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hulkum
Bahan-bahan hukum vang tclah diperoleh, selanjutnva diolah dan dianalisis se-
cara deskriptif-analitis-kualitatif. v dengan melakukan iwhcrapa prosedur, sebagai
berikur: | | )
1) Konseptualisasi, vairu mencemukan e, makna dan konsep-konsep vang
terkandung dalam bahan-bahan hokum. Konsepuualisasi ing dilakulkan den-
gan cara memberikan interpreeasi terhadap bahan-bahan hukum rersebut
berupa kata-kata dan kalimar-kalinaee

2 Ka!cgorisasi, vaity mengelompohkan balu-bahan hukum VARG SCjents
dan sesuai dengan karegoriny ., uniak kemudian menemukan hubungan i
antara berbagai kategori tersehur;

3)  Deskripsi, vaitu menjekaskan berbagar kategori bahan-bahan hukum secara
sis_remntis guna mengetahw berbaga persamaan (similarities), perbedaan
(differerences), kelemahan (eeaknesses) dan hubungan (correspondence) d
antara berbagai karegori bahan-hahan hukum tersebut bersandar pada pan-

- —— T i

79 Yang dimaksud dengan purposive dalam pencliian i adalah penentuan lokasi penelitian
lapangan berdasarkan atas pertimbangan relevansinya dengan desain dan tujuan penelitian
serta memperhatikan pula aspek kedudukan dan kewenangan beberapa instansi dan perusa-
haan tersebut dalam kegiatan pasar modal syariah di Indonesia. Bandingkan dengan Masri

dangan yang utuh (bolistic fashion) dengan menggunakan perspektif pe-
mikiran teoretis para pakar hukum.*

Selain itu, khusus terhadap bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen hu-
kum pemerintah akan dilakukan kajian isi/substansi (content analysis),*’ untuk kemu-
dian diambil suatu kesimpulan, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dan dite-
laah dalam penelitian ini dapat terjawab. Kemudian terhadap data yang didapat dari
hasil pemikiran dan konsep tentang perkembangan hukum dan pemikiran hukum
Islam, baik yang berkembang di dunia Islam, maupun yang berkembang di Indonesia,
dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Sementara terhadap data primer
terhadap kasus-kasus tertentu dalam lingkup mikro, maka penarikan kesimpulan di-
lakukan secara induktif. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan penelitian dilaku-
kan secara komprehensif dengan menampung hasil pengolahan data dan analisis data

yang terkumpul.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Proses Penegakan Hukum

Norma-norma hukum yang telah dirnangkan dakam aturan-aturan hukum dan
vang telah menjadi bagian dari tata hukum suate negara, menuntut agar masyarakat
menyesuaikan tindak lakunya sesuai dengan novma hukum yvang relah menjadi aturan
tersebut. Perbedaan norma hukum dengan normia hukum vang lain dalam masyarakat
adalah, bahwa norma hukum dapart dipaksakan berlakunya. Biasanya norma hukum
selalu dengan sendirinya secara wajar dipatnhi anggota masyarakat, karena telah ter-
tanam dalam kesadaran masyarakar akan kcharusan menvesuaikan tindak lakunya
dengan norma-norma hukum yang twelah dituangkan dalam peraturan-peraturan hu-
kum.

Pada kenyataan, kadangkala ada anggota masvarakat yang tidak mematuhti tun-
tutan norma hukum dalam berprilaku, tentunya menimbulkan kerugian pada ang-
gota masyarakat lainnya. Terhadap hal demikian, maka timbul “aksi” dari negara
untuk memaksakan berlakunya norma hukum, dimana cara “beraksi” tersebut, dis-
ebut dengan hukum acara. Artinya, apabila sescorang melakukan sesuatu perbuatan

Singarimbun dan Sofian Effend: (cd.)., 1989, Metode Penclitian Survey, (Jakarta: LP3ES) hlm. 80 Susan Stainback dan William Stainback, 1988, Understanding ¢ Conducting Qualitatif Re-

155, dan juga S. Nasution, 2003, Metode Research (Penelitian Iimiab), (Jakarta: Bumi Aksara), search, Kendall/Hunt, Dubuque, lowa-USA, P. 70. Periksa dan bandingkan juga dengan Alvi

hlm. 98-99. Syahrin, 2003, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dar Permukiman
Berkelanjutan, (Medan: Pustaka Bangsa Press) him. 20-21.

81 Dengan mengutip Weber, Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa Kajian Isi adalah “Metode-
logi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang
sahih dari suatu dokumen™. Lebih detail baca Lexy J. Moleong, 2000, Metodelogi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) hlm 163-165.
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::253:3?l:}y{::l};?ltghgirf:f?i{]?nn r::z!:;:nll::ldi?s E‘aka I\!Cgﬂdfﬂ (Pemerintah) melalui lapangau ?lmu hukum umum. Hali den:likian d?pat dibuktikan, bahwa asas-asas dan
pelakunya, dilakukan penyidikan hingea mern ar an, yaitu I‘H;gfm cara qlcnangkap kaldah-k?ldahnya melalu{ berbagai 'toplk pemblcat:aan hukum Islam, scperti b_ab ten-
yang melakukan dan diajukan ke ben ga%:l e o Lie?nsetszya _mc 3] 11 P‘eﬂgﬂd!lﬂl}- Pihak tang h:?klm ‘(qadha), yakni pad_a bagian yang nlemblcaralfan kelilyakan untuk fhangkat
dengan pembelaan seperlunya. Bagain%ana eara i u : apar P’“d*fl I'"L“ghﬂdapl negara sebagai hak‘;m, serta pada bagian gugatan dan ‘pembykuan (da’wah wa Qayymah).
buatan negara dan pembelaan dari tectuduh ter::baltumm]:?ml ‘; 31"‘ "_‘If_lakl'lff'“ per- l?cradtlan yang sedcrl}ana, cepat dan l_)la}ra ringan adalah sebagian asas-asas
dalam hukum acara pidana. ut, maka hal demikian diatur di peradilan yang secara k?nsnsten tercantum di dalam undang-undang yang mengatur
Di pihak lain adakalanya norma-norma hukum yvang dilaneenr ad g keku:.asaan_ kehakiman di Indonesia pasca kemerdekaan. Asas-asas terscbut tercantum
hukum perdata, seperti dalam ual beli baran dimm{a lf ,I 3:‘:—.%,3! Jf} :.; a 1 di bidang mulai darn Undang{-Und@g Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan
yang diterima tidak sesuai. atau sebuah rum%h didud k"”“-% }_*"’_Elfll‘i__‘}il" dfmgﬂll Pokok Kekuasaan Kehakiman, UtTdang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ke-
- dimgik; 1 pihak l'l}n sccar:: du u [l) ijri]. Ll 1 f.sa.h, dimana tentuan Pokok KCkll:lSﬂ:ﬂll Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun {2004 ten-
sengkera perdata l;cgam berlaku asil: At per ﬂ‘rﬂ- alam hal }i_mll_!klam, dalam tang Kekuasaan Ifcllakmmn dan Undang-Undang quor 48 Tahun 2009 twntang
lah yang memulai tindakan illlklll)m u.ntuk ")’Ia 0rang ;““i “‘cl" “-‘i‘ "-”“f-.ilkﬂﬁ tersebut Kekuasaan Kehakiman. Fakea tetap tercantumnya ketiga asas 'terscbut di dalam un-
haknya. Bagaimana cara dan aturan van lnru?:il?lfrt: “;‘:{ “". ‘3‘ R h SRR DISIRRE dang-undang yang mengatur kekuasaan kc!mklman.mencermm.kan l'tctapa penting-
kan dan bagaimana neeara lllcll\’clcs‘ailgm‘n n l:'lllull*o "L‘ Ur-‘;?b.:i‘]":"‘ merasa dirug- nya mcncg::lkkan ketiga asas-asas tersebut di dalam sistem pcradll..an di Indonesia.
acara perdata, © d anaya, hal demikian discbut dengan hukum | Peradilan salcrhmmp;ul.:,l masa pcrkcmbnng:tn awal I-slam dl‘dalnm hegara M;l-
Dalam proses perdata rerkait dua belah ihak. it or i - _ dm:l!] (622-661 M), Maspd ndak hjmy:l berfungst scbagai pll.S:ll' 1bjld;1h, tcmpl‘mgn
keta dan nesara. Negara diwakil: Olch‘l’cn ‘1dil;-1 H f:l 2 f”:“fif‘”-_“l‘z-i vy ht-‘l_‘ Seng- menjadi pusat kcbml:ay;.}:}n Istam. Termasuk salah satu fungaj.n mns!nd nasa tcrbcﬁlmlj
dan mengikat, baik orane-orane — bcrf‘wl;": ‘_‘ U eara o it harus ditkur adalah tempa uwngadll} perkara. l’cny?lfel'uggaman pcngadlla'n‘ i 111F15||(_i menjad
G 17t filiaial pnsc.: kel;lC?(|Ck1l?1 n hi:l' %1 gl(;lllmlupilm i:‘ﬁ“%-‘iiﬂﬂi--ffitii‘.i‘-;cn‘d:n. scd%'*r:han:!, ofch karena tld:ﬂ.{ periu 'l‘IICIldll'lk:‘In gf:dlltlg tersendlrl: Hn‘knn vang nich-
buat hukum acara yanse vl ci:;ri nil'ﬁgttilr)sofli1\--:](-:)?%;;1‘1 h;'iljul !‘:L:r.n;m:l men- gadili sckil‘u'nng-kumn;_:nya'!mm kali dalam schfm scmalflm, yflkm setiap w.;lim lcpaf«;
Indonesia, Secars faku. o ks s X .lm‘]k‘m . .Ini., Im lim ¢ .1:_; ‘?U La.n‘m;ulg dJi Sl‘l;l'lalt }vaul_‘r, Ibcrada s nmﬁlld kargqa shalar hcr]:lm:l.:lh di fnaan pahalianva 27 derajat
masa Pemerintahan Kolonial Behnd-: mcl-ﬁni -‘r T ¢ ?‘ill 1L ‘:“‘ ""u“;‘z peinggalan If:lnh tingai dari s{h:ll:.ﬂ wayth sendinan. Para pencari kem:.hlan bila mercka kaum mus-
1945.% I lukum 3cara nad. e | '*" Urn l"L"*' ihan [-’!‘iddl};-i't-I!d;H‘i;; f)i.lmr lim, diharapkan juga untuk memakmuorkan 111::1511(!, schingga mercka pun berada di
: "1 pada umumnya berlaku di lingkungan peradilan umam, juga masjid untek mempermudahkan dan pemanggilan mereka unruk pelaksanaan proses
SCCara Ilfhu'm berlaku dy lingkungan peradilan agama, pada kenvaraanmea 51511:::;;111 peradilan. o
]': :;I?Li :]'] ';l:::] (tl,ll:l]::a r;iiul“i; (ll’f::cﬁﬂgﬂﬂl;l}‘a, ‘f]l\md:ll f{as_;n"fiiuwfi pcm}umm‘t Aruran Penyumpahan terhadap para saksi atau salah satu pihak vang berperkara, misal-
Barat el A -bg berangkat dari nilai dasar dan tilosoti hukum nya sumpah desisoir, atas permintaan salah satu pihak, atau sumpah sieppletorr, yvang
| dibebankan olch hakim kepada salah satu pihak, akan terasa lebih sakeal yang ber-

pengaruh secara psikologis terhadap yang disumpah karena dilakukan di "Rumah
Tuhan”. Semuanya menggambarkan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana.

2. Asas-asas Hukym :i\{:ara Perdata Islam Penyelenggaraan peradilan cepat adalah untuk menegakkan hukum dan keadi-
~ Hukum lsl:m} diwarisi sebagian besar bungsa Indonesia, secara faktual belum lan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan sebagian dari kebajikan yang sangat
digarap sccara serius untuk memiliki aturan hukum yang sistematis sepecti halaya dianjurkan dalam Islam, dalam semua agama dan dalam semua masyarakat. Dalam
Hukum Barat. Namun demikian, tidak berarti hukum Islam tidak memiliki asas-asas ajaran Islam, perkataan Iman dan amal saleh hampir selalu disandingkan. Lebih dari
hukum untuk semua bidang hukum sebagaimana yang dikenal dalam bidang ilmu hal tersebut, Islam memerintahkan kepada umat untuk berlomba-lomba melakukan
hukum umum. kebajikan.®* Perlombaan melakukan semua kebajikan, termasuk menegakkau hukum
Secara fal-<tu.al, dalam bidang hukum perdata pun, hukum Islam memiliki kon- dan keadilan, akan menyebabkan peradilan yang cepat. Fakta menunjukkan bahwa
sep-konsep, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah universal yang juga ditemui dalam bidang dalam sejarah awal berdirinya negara Madinah, proses peradilan berjalan lancar, ce-

pat dan tidak bectele-tele. Faktor yang mendukung terselenggaranya peradilan yang

R T T S U U S S
82 Wirjono Projodikoro, Huhum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung,

1292), him 12-13, i
), him 12-13 | 83 Lihat Q.S Surat al-Bagarah (2): 148.
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cepat selain karena prosedurnya yang sederhana, juga karena para hakimnya adalah
orang-orang bertaqwa yang memegang teguh komitmen untuk mempercepat penega-
kan kefi_dxlan, kepercayaan masyarakat akan integritas para hakim, sehingga putusan
yang dijatuhkan dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Selain itn masyarakat yang
kemucihan diadili perkaranya oleh hakim adalah masyarakat yang pikiran dan. hati
nuraninya belum banyak dicemari oleh tipu daya dan kelicikan untuk menggapat
materi dengan cara apapun.
| Di dalam peradilan Islam berasaskan biaya ringan. Pada masa negara Madinah
tidak ada sama sekali biaya yang dipungur oleh negara atau pengadilan, baik daian:
pcrk_ara perdata maupun perkara pidana. Pengadilan adar yang meniru peradifan Is-
lam juga tidak memungur biaya perkara. o
- ol;:;:gjil}?]n g::;% Ti?;mb%l;klfaya perkara aclal:t_h Pcngndilan yang diperkenal-
: . L: akang pemungutan biaya perkara khususnya dalam
perkara perdata, karena menurut pandangan Barar, sesungguhnya dalam perkara per-
data yang berkewajiban untuk membela hak-haknya adalah warea masyarakat vang
merasa dirugikan haknya. Untuk membela hak tersebut melalus p;nqndil;m dia Iiaru:;
terlebih dahulu membavar panjar biava perkara untuk dipcrgunukn; d.‘.ll:ll'l': acara pe-
flyelenggaman perkara, misalnya biava uncuk pemanggilan [;ar;t prhak, bava pemer-
thsaan setempai, .hia}'a penyitaan, biaya eksekusi dan lain-lain. Jady cara pandang
hukum Barat melihat kerugian dari kepentingan perorangan, sementara jika melihat
hukum Islam vang ridak memandang perkara dari sudut kepentngan individu sema-
ta-mata, ::;cl‘mh dgium bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kelnarea, tidak
hanya dlhhnr.dnr‘l :.1:_;pck mdividu pthak yang bersengketa, tetapi ad. p.'mdll;'u: hukum
vang harus dipatuhi sebagai dasar hukum vang telah ditetapkan menurut hukum 1s-

. ’- " qn 2 . =i 9 o . ” 5
lam yang bersuwmber dari al-Qur’an dan hadits. Dikatakan-sehagai panjar-oleh karena

iiFa kelak pihak penggugar memenangkan perkaranya, maka semua biava yang telah
dikeluarkannya akan dikembalikan, sebab yang dibebani kewajiban membayar biaya
perkara adalah pihak vang kalah. Ketentuan adanya pembavaran biaya pcrk:;ra meru-
pakan kebijaksanaan pembentuk undang-undang saja. Dalam perkara vang diadili
olel:x peradilan [sl::m'n pada periode awal sebagaimana telah diterangkan écbcTumnya,
begitu pula peradilan adar di Indonesia, tidak dipungut biaya. Kebijakan pembentuk
undang-undang tentang pembayaran biaya juga terbukti ketika Undang-Undang No-
mor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN R.I Tahun 2033 Nomor 98,
TLN R.I Nomor 4316) sama sekali tidak menentukan biaya perkara.

1. Asas Keadilan dalam Hukum Acara Perdata Islam

B_erbagai pertanyaan yang muncul tentang hukum acara peradilan Islam, mana
yang dlutam_akan antara asas kepastian hukum, atau keadilan hukum. Memang dalam
kon.teks positivisme hukum, bahwa yang diutamakan adalah asas kepatihan hukum.
A‘l:tm_}ra rumusan yang disepakati dalam rumusan pasal suatu undang-undanglah yang
dijadikan .Flas:ar patokan untuk membenarkan suatu tindakan atau perbuatan hukum.
Namun di pihak lain aspek kepastian hukum dapat mencederai norma hukum itu
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cendiri, jika proses penormalan dan legislasi mengandung kecacatan. Oleh karenanya,
meskipun hukum perdata Islam yang menjadi kewenangan peradilan menggunakan
hukum acara peradilan umum yakni HIR dan R.Bg, jangan sampai menghilangkan
aspek nilai keadilan yang menjadi dasar kebenaran hukum Islam. Sehubungan dengan
hal tersebut, M.Hatta Ali*! menyatakan ketika terjadi dalam suatu kasus konkrit yang
dihadapi terjadi ketidakselarasan antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan,**
maka menurut yang diutamakan adalah keadilan.

Selanjutnya Muhammad Alim berpendapat berdasarkan pemikiran yang dike-
mukakan beberapa pakar bahwa keadilan adalah nilai yang paling luhur dari hukum.
Selain dalam pandangan para pembentuk undang-undang dan yang terutama adalah
bahwa dalam semua peradilan di Indonesia, mencantum secara tegas bahwa peradi-
lan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan dem
kepastian hukum, atau demi kemanfaatan dan lain-lain. Pentingnya menegakkan kea-
dilan dalam kehidupan, telah dijaminkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Adil
dalam al-Qur’an sebagai sumber utama Hukum Islam mencantum kata adi lebih dan
1.000 kali, menempari kata urutan ketiga banyaknya setelah kata Allah dan kaca ilmu
pengetahuan.* | |

Dalam perspekaf Hukum [slam, berbuat adil adalah suaru perilaku vang dekat
kepada ketaqwaan. Tagwa adalah suatu predikat vang menjadi cita-cita dan dambaan
muttagien, orang-orang bertagwa, untuk diraih demi kebahagiaan di dunia keseiama-
tan di aklurat.

Kekuasaan negara vang menangani hukum acara perdara vang diarur dalam
aturan undang-undang di Indonesia adalah Peradilan Umum dan Peradilan Agama
sebagai bagian kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, Beberapa aturan undang-

undang secara khusus mengatur di bidang kehakiman® ) maupundi bidang peradilan—-

84 M.Hauwa Ali, "Asas Peradilan Sederbana, Cepat dan Biaya Ringan dibubunghan dengan
Kaedilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia”. Disertasi ujian
terbuka pada tanggal 4 Pebruari 2011 (Bandung: di Fakultas Hukum Universitas Padjad-
jatan, 2011), him 53-635.

85 Menurut beberapa penulis antara lain van Apeldoorn, Pengantar limu Hukim, (Jakarta: Prad-
nya Paramita, 1996), hlm 11. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, {Bandung: Angkasa,
1980), him 1592. Mohammad Daud Ali,Hukum Islam, (Jakarcta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001) hlm 116. Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalss,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm xii. Rescou Pound, Tizgas Hukurm, (Jakarta: Bharatara,
1963), hlm 9, bahwa keadilan adalah inti dan esenst daci tujuan hukum.

86 Lihat A.M.Saefuddin, Sistem Ekonomi Islam, Majalah Panji Masyarakat, Jakarta, Nomor 411
Tahun 1983, hlm 45.dikutip dari Muhammad Daud Ali, Hukum Islam,.. loc.cit. |

87 Lihat Undang-Undang No.19 Tahun 1964 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970, kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999,
dirubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, terakhir diatur dengan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
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umum®, serta peradilan agama®. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam soal hukum
acara perdata perlu dilihat syarat-syarat yang baik dan harus melekat pada tiga hal,
yaitu lembaga peradilan, kelayakan hakim dan peraturan yang jelas dan terinci dalam

proses perkara. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilihat tiga komponen terse-
but.

a. Lembaga Pengadilan

Secara normatif peradilan di [ndonesia telah sesuai dengan lembaga peradilan
yang dikehendaki oleh Islam, yaitu lembaga kekuasaan yang mandin (merdeka) dari
kekuasaan eksekutif. Andaikan pada kenyataannva tidaklah demikian pada fakean-
va, maka unsur manusia yang berperan, serta penyebab lain adalah fakeor cksternal
peradilan tersebut. Sebagai lembaga yang mandiri, maka lembaga pengadilan harus
dikelola dengan terbuka untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hukum bagi pen-
cari keadilan. Adagium yvang berbunyi “justice must be seen to be done, but must
be seen to be done”. Ungkapan tersebur vang mulai dikenal pada abad ke 17, bila
dibandmgkan dengan di dunia Islam bahwa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke
7 telah menukilkan dalam surar penunjukannva kepada Abu Musa al-Asy’ari, dengan
kata-kata vang indah dan tegas: “Saniakan kedudukan pihak-pihak vang bersengkera
~di hadapan majelis anda dan dalan angkah ko anda (wajah) dan dalam kepuru-
sananda’. Hal demikian, tentanva banvak berganung pada manusia-manusia vang
nicnjadi hakim, Pedoman vang dibenkan oleh Islam amar terperinei vang dikenal
dengan “adabul qalbi™. Kesamaan kedudekan pihak-pihak vang berperkara diatur
secara regas™, dunana pengadilan mengadihi menurut hukum dengan tidak membe-
dakan orang. Hal denukian sejalan dengan apa vang diatur di dalam adabul Qadl
dart hukum Islam.

b. Kelayakan Hakim

Adapun svarat untuek menjadi scorang hakim, telah dicantumkan beberapa
syarat yang harus dipunyai, di antaranva vang berlaku secara universal adalah ber-
taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak
tercela.” Dalam buku dan literatur Islam yang kemudian dikembangkan dalam ilmu

§8 Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 vang dirubah dengan Undang-Undang No. 49 tabun
2009 tentang Peradilan Umum.

89 Lihat Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama.

90 Lihar Pasal 5§ Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.35 Tahun 1999, yang
diurubah dengan Undang-Undang No. 4 tabun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang
No.48 Tahun 2009. |

91 LihatUndang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.35 Tahun 1999, yang diu-

rubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No.48
Tahan 2009.
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fikih, bahwa syarat untuk diangkat menjadi hakim lebih terperinci, dimana menurut
qI-Mawardi adalah dewasa (baligh), waras/cakap, merdeka (bukan budak), selalu adil
setiap memegang amanah dan tidak melakukan dosa besar serta tidak secara terus
nenerus melakukan dosa kecil, berakhlak mulia dan sopan santun.” An-Nawawi da-.r
lam Minhaj at-Thalibin menambahkan syarat-syarac fisik seperti: tidak buta, tidak tul
dan tidak bisu.

Dalam perundang-undangan dan buku-buku hukum sejak zaman Belanda tidak
pernah diadakan syarat-syarat yang terperinci seperti dalam hukum Islam tersebut.
Keadaan dan suasana masyarakat secara psikologis waktu tersebut mungkin belum
Jtau tidak membutuhkan diperincinya syarat-syarat untuk menjadi hakim. Akan tetapi
cuasana kejiwaan masyarakat zaman sekarang yang penuh dengan pertanda persain-
gan mencari dan mempertahankan syarat untuk diangkar sebagai haki_m. Kekfmsaan
seorang hakim adalah kekuasaan yang memerlukan tangan yang kuar, juga hati nura-
ni yang kuat. Schubungan dengan hal tersebut, undang-undang tenrang huku_m acara
perdata dan kode etik hakim yang terperinci dan jelas sangat penting untuk diketahu
masvarakat. Khusus tentang kode etik hakim di beberapa negara relah dibuat dalam
bentuk undang-undang, seperti haluya Malaysia telah mempunya undang-undang
tersebut sejak tahun 1994 disebut The Judge Code Ethics.

c.  Aturan yang Jelas tentang Proses Berperkara

Dalam membicarakan Rancangan Undang-Undang | fukum Acara Perdata. Ka-
dangkala melupakan situasi hukum perdata maternl, dimana di [ndonesia belum se-
ragam buat semua penduduk (warga negara). Hukum perdata materil masth l's(;}'-
wipu pada hukum warisan pemerintahan Kolomal Belanda, vaie B.W (Burgeripk
Wetboek) vang berlaku bagi golongan penduduk yang tunduk padanya, hukum adar
dan hukum Islam.,

Untuk hukum acara perdata telah resmi dipakai HIR dan R.Bg, dimana kedua
produk hukum terscbut bukan semata-mata mengatur tentang huk_um acara perdara,
(etapi juga mengatur tentang soal-soal lain. HIR dan R.Bg juga diperfakukan untuk
golongan Bumi Putera yang becperkara di “Landraad”. Semcntaf.f{ golc?ngan pendudu_k
vang secara khusus tunduk pada BW, ada hukum acara tersendiri, yaitu Rv (Burgerli-
ike Rechisvoordering). Walaupun secara resmi yang berlaku di Peradilan Ul‘llu{fl dan
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata HIR dan R.Bg, namun seringkali para
hakim terpaksa mengambil ketentuan-ketentuan dari Rv (Burgerlijke Rechtsvoorder-
ing) dalam perkara-perkara tertentu. Kemudian, semua undang-undang yang telah
disebut adalah berbahasa Belanda, sementara para hakim makin sedikit yang mampu
menguasai bahasa Belanda. Dengan demikian menjadi lengkaplah kerumitan yang

terjadi di dalam hukum di Indonesia.
Berangkatlah dari hal tersebut, sudah mendesak bahwa undang-undang tentang

92 Al-Mawatdi, al-Abkam as-Shulthaniyah.
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hukum acara perdata yang berangkat pada hukum nasional unruk diselesaikan. Hu-
kum acara yang berlaku dan terpakai saat sekarang menurut pendapat Bustanul Arifin

telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun perlu memberikan penekanan

di sana sini, baik dari segi moral dan penyeragaman istilah agar pencrapannya tidak
menyimpang dari norma hukum Islam sebagai acuan dalam penerapannya.

3. Problematika Penerapan Hukum Acara Peradilan Umum sebagai

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Perdata Peradilan Umum yang memuat tentang pembukuan, inti-
nya didapac dalam (1) HIR (Het Herziene Dilandsche Reglement), (2) RBg (Recht
Reglement Buitengewesten); (3) BRv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering);
(4) BW (Burgerlijhe Wetboek).

Peradilan Umum mempedomani HIR dan RBg , jika udak mendapatkan aturan
yang dimaksudkan dan ternyata sangat perlu, maka mencari bagannana pengaruran-
nya di dalam BRy atau BW acau yurisprudensi atau praktik penvelenggara peradilan
untuk pedoman.

HIR dan RBg adalah Huokum Acara Peradilan untuk Lasdy.ad (~chkarang menja-
di Pengadilan Negeri), masing-masing untuk dacrah Jawa-Madura Jan huar Jawa-Ma-

_dura. Sedangkan BRy adalah Hukusn Acara Peradilan untuk Raad van tustitie. vaitn

pengadilan timgkat pertama untuk orang Eropah atau vang dipersamakan dan aran
pengadian tingkat banding bagi bumi purera (sekarang bersama-sama Landraad juga
menjadi Pengadilan Negeri). BW adalah hukum perdata materind dan sebagian perara
formal untuk orang-orang Fropa/dipersamakan dan orang lunur Asmng. jad HIR,
RBg. BRv, BWI Scpak semula aturan hukum tersebut dibuat, adalaly untak mengabdi
kepada hukum materiil vang berlaku bagi Landraad au Raad van Jusune. Dengan
demikian vang jelas secara filosofis nilai-nila; yang melandasi berlaku aturan hukum
tersebut "trrelevant™ (tidak peduti) terhadap hukum Islam. Oleh karena adanva sifac
vang irrelevant tersebut, maka ketika diberlakukan secara smratis mtandis dalan
menyelesaikan perkara di Peradilan Agama tanpa batasan yang tegas, maka vdak da-
pat disalahikan muncul putusan dari lingkungan peradilan agama yang sangat bernu-
ansa mekanistik, keluar dari prinsip-prinsip peradilan Islam yang mengedepankan
norma hukum Islam. Untuk hal tersebut memang patut divji dan dsieavluasi berbagai
kekurangan dan kelemahan yang ditemui terhadap penggunaan hukum acara ber-
dasarkan HIR, RBg, BRv, BW di lingkungan Peradilan Agama.

Pertimbangan diberlakukannya Hukum Acara Perdata Peradilan Umum seba-
gai Hukum Acara Agama, walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-
Undang No.7 Tahun 1989, tetapi dari penjelasannya dapat ditangkap adalah kar-
ena sama-sama bersifat keperdataan. Padahal jika melihat hukum Islam tidak dikenal

pembagian hukum yang bersifat dikotomi, dikelompokkan menjadi publik dan privat
atau perdata dan pidana.

+“* -
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Kemudian apakah scpenubnya sama sifat antara hukum perdata yang dikenal
di dalam hukum Barat, dengan pembidangan hukum yang terdapar di dfllam hukum
keluarga Islam. Hal demikian dilandasi pada sifat hukum Islam sebagai dasar seng-
keta di bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan sama-sama mempunyat aspek
perdata dan pidana pada wakw yang bersamaan.

a. Kecenderungan Meningkatnya Angka Perceraian
Apabila memperhatikan ramusan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 174 yang berbunyi:

"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhi-
tung sejak saat pendafrarannya pada daftar pencatatan kantor pencacatan
oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mercka yang beragama Islam terhitung
sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap ™.

Berarti terjadinya percer van antara pasangan suanu di peradilan sangat prose-
dural dan mckamisuk. Berdisarkan rumusan pasal tersebut, juga jelas teelihar bahwa
hukum perkawinan basiwer- o vang selam Islam (Peradilan Uninm) hanvalah bersifa
keperdataan semuatas mesau sinakan formalnva vaits segi pencatarannya. sedangkan
bagi mereka vang beracann aon (Peradilan Agama) menguramakan maten inva,
yakai segi hukum ceransva inciurat agama. Jika putusan Pengadilan Agama tentang
ceratl, misalnya banduz dan serornenva kasast ke Mahkamah Agung dan putusan Mah-
kamah Agung (terakbi wn beorbunvi menguatkan putusan Pengadifan Agama, maka
hukum matcerialnya cera: berdoun sevala akibat-akibamya tetap rerhitung sejak tanggal
diretapkannya cera Jdi mmuka Pongadilan Agama. Jika tidak demikian, maka hukum
material [slamnva nanu ndak cocokfterlanggar. Bagi Peradilan Umum untuk contoh
di atas, maka cerai baru dihitung sejak dicatatkan perceraian pada kantor Caratan
Sipil setelah diputus oleh Mahkamah Agung. Bukankah jauh sekali perbedaannva.

Perbedaan sifat keperdataan di avas dalam arti bukan a priori atau menolak Pasal
54 Undang-Undang No. 1989, mungkin saja akan mempengaruhi hukum proses se-
bab hukum proses yang disebut acara tersebut, sepenuhnya mengabdi hanyalah ke-
pada dan untuk hukum materiil.

Mahkamah Agung melansir data rekapitulasi faktor penyebab terjadinya per-
ceraian di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se Indonesia tahun 2010, terdapat 5 (lima)

PTA sebagai berikut:
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Tabel 1
Angka Perceraian Lima Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia

_ INOMI_ = |: TDK HARMONIS - TDK TG )/
1 [BANDUNG [ 8484 | 33684 | 25846 | 17348 |
2| SURABAYA 68.092 | 12326 | 22766 17.032 |
3 | SEMARANG 54105 1 12019 | 13904 | 21684
4| MAKASAR 2673 | s | T aare | vesr |
5 _LIAKARTA | 7303 ] a4y 1.933 1 1685

Sumber data: Diolah dari Mahkamah Agung 1.1

Secara garis besar menurut Mahkamah Agung menegaskan ada 4 (empat) fakror
penyebab cerai pasangan di Indonesia:
1. Masalah Moral;
Meninggalkan kewajiban:
Menyakiu jasmani/rohani;
Terus mencrus berselisih,

P [ L |

Selanjurnva Mahkamah Agung membagt perceraan dengan alasan moral men-
jadi 3 (nga) kategor:
Poligami yang tidak sehar:
Krisis akhlak;

Cemburus

L P

Selanjumya Mahkamah Agung membagi perceraian dengan alasan meninggal-
kan kewajiban dikarenakan kawin paksa, masaiah ckonomi, serta tidak ada tanggung
jawab. Kemudian Mahkamah Agung membagi perceraian dengan alasan menvakidi
jasmani dan menyakin mental. Selain itn Malkamah Agung membagi perceraian den-
gan alasan terus menerus berselisih dengan alasan politis, maupun gangguan pihak
ketga, juga tidak ada keharmonisan.

Menurut Nasruddin Umar,”* secara fakiual angka perceraian di Indonesia cend-
erung semakin meningkat, Tercatar pada 2009 terjadi 250 ribu kasus perceraian.
Jumlah tersebut meningkar dibandingkan tahun 2008 sebanyak 200 ribu kasus angka
perceraian. Angka tersebut setara dengan 10 persen dari total pernikahan tahun 2009
sejumlah 2,5 juta. “perceraian terus meningkat dari 5-10 tahun lalu yang hanya seki-

93 Nasruddin Umar adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu
2011-2014.
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tar 20-50 kasus per tahun”.?* Upaya yang dilakukan o!ch pemerintah untu%{ mene-
kan angka perceraian yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahu_n, lebih cend-
erung melihat sisi hilir akar persoalan, hukz.m aspek hulu persoalan. Di antara upaya
vang dilakukan pemerintah adalah memberikan kursus kepada C{llDﬂ pasangan suami
istert. Kursus tersebut diberikan secara bertahap sebelum pernikahan berlangsung,.
Pernikahan mestu mentaati peraturan yang berlaku (]‘Elf:l!'l‘.l undang-undang perkaw-
inan, seperti menghindari perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah un.tuk mem-
inimalisasikan perceraian akibat pernikahan yang belum matang. KE'JEJ'}IHSI];!%E mem-
pertahankan rumah tangga keluarga harmonis adalah menegakkan sendi-sendi agama
di rumah angga. Dengan agama dapat nleu]l:anung;a pcngarﬁuh luar yang merusak,
seperti (aktor infotainment yang mendemonstrasikan perceraian publik figur. Ke Ecle—
pan diharapkan fenomena perceraian akan berkurang seiring kesadaran masyarakat
tentang pentingnya keluarga sakinah. o

Pendapar Iain, Masyitoh Chusnan Aisyiyah berpendapat _l-.:|:1_|1 I_'El‘j.:ld.l pergeseran
niku keluarga dan hidup rumah tangga pada saat sekarang.™ Nllﬂl-l‘l!flll kd":ﬂr]nﬁl?-
san rumah tangga vang dulu erat dipegang kian terkikis, Kerapuhan tman {if.f.m}';il:r
menpadt salah satn penyebab utama timbulnya perceraian. Langkah anuisipasi adalah
meinperkuar fondasi agama di lingkungan keluarga, Ormas keagamaan diharapkan
:1‘5-;1:r !'l's-.': peran memberikan penyadaran dan-penvuluahan |H':11:H;:;1h kepada pasangan
sttt istert, terutama bagi perempuan dan para remaga Penvadaran dibarapkan me-
nventuh pula pemahaman tentang Undang-undang, L\L.'I.dtt'l.'.lk.iﬂ rumah tangga. Meskip-
an undang undang tersebut mempunyai dampak posiait, diaku .P“h'."“”?‘“ dampak
neaaud, dimana n:riu;;kuii persoalan sepele atas dasar ULT rersebut, isteri mengadu,
padahal mestinya dapat diselesaikan secara baik-baik | o

Tut Alawivah menegaskan keprihatinan dengan melihar angka perceraian yang
kian mcnui;:[:;al.ll’crcumi:in jelas akan menvisakan masalah, bukan hnn}:u 1%;1%;1_{}1";1}1511.1;1,
terapt turut mengorbankan anak-anak.” Hal yang utrpcnnng_s(:lm;ag:u antisipasi salah
satunva adalah mempersiapkan proses perkawinan yang lebih baik di antara f:‘afnn
pasangan vang akan menikah. Orangtua harus mcm!wcr} pcng;n'ah;lm tum':ujg art c]m
tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Prinsipnya, n?:zn'lkah mem“chdab.ﬂn
cinta, kasth sayang, dan amanat dan "sakralitas hﬁrusl kf’:nTbah ditanamkan ._Palmg
utama keluarga perlu menekankan lagi penerapan 111|:1|-m]:.1| agama dalam k{:hld%tpan
rumah rangga. Rerbagai faktor penyebab perceraian, seperti kesenjangan cknnonn, ke-
cemburuan dan faktor ingkungan, dapat dihindari dengan |11¢11m:r;11'tk;1:1 ajaran agama
di keluarga. "keduanya saling pegang teguh agama, sling percaya, t;da‘kﬁcepa{_‘,::unga,
serta banyak bergaul dengan orang baik, insyaallah perceraian dapat dihindari”.

94  Nasih Nasrullah, “Angka Perceraian Makin Tinggi” dalam Republika, Sabtu § Jaauari

2011 Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama {K::menug}, _ _
95 Masyitoh Chusnan Ketua PP Aisyiyah dalam Repblika, Sabtu 8 Januari 2011, Ibid.

96 Ibid.
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Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memini-
malisasikan problematika hukum yang muncul di dalam praktik di peradilan agama,
perlu diambil langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya panjangnya proses
hukum yang semestinya dapat disederhanakan.

b.  Upaya Menserasikan Hukum Acara dan Hukum Materiil di Peradilan
Agama

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa ketika hukum acara di lingkun-
gan peradilan agama secara mutatis mutandis adalah HIR dan R.Bg, scbagai dasar
pedoman menyelesaikan sengketa di lingkungan peradilan umum, rernyaca di dalam
pelaksanaannya di peradilan agama mengalami gangguan (disturbance). Mengapa hal
tersebut terjadi, tidak lain dikarenakan perbedaan nilai filosofis yang melandasinya,

Beberapa perkara yang mengalami gangguan (disturbance), di antaranya adalah:
. Cerai gugat, Pencaratan perkawinan;

. Tenggat wakru upava hukum dalam sengketa cerai;

Eksckust Hak asuh anak:

Sengketa dengan pihak ketiga dalam perkara cerar & kewarisan:
Asas personalitas dalam sengketa ekonomi svarnah.

lesbat nikah (pengakuan nikah yang tdak lercatat);

Pihan hukam dalam sengkera kewarisan Islam.

SN W Jda G0 N s
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Kettka Undang-Undang No. | Tahun 1974 diberlakukan dengan Peraturan Pe-
merintah No.9 Tahun 1975 pada ahun 1973 , secara tegas dinvarakan bahwa terh-
adap itsbat perkawinan hanva dapat dimintakan terhadap perkawinan vang dilak-
sanakan sebelum undang-undang tersebur diberlakukan. Artnva, seuap perkawinan
yang udak dilakukan mengikuti prosedur vang ditetapkan undang-undang, maka
perkawinan tidak dapat dimintakan itsbac nikah.

Rumusan hukum vang ditenrukan sangat berbeda terbalik dengan kenyaraan
yang terjadi pasca undang-undang tersebur berlaku, rerutama menvangkur Warga neg-
ara yang beragama Islam yang bekeria dalam lineas negara. Pada umumnya masalah
yang dihadapi oleh TKI adalah kerasnya bekerja mencari kehidupan di negeri lain.
Salah satu problem vang menimpa TKI di Negara Bagian Sabah Malaysia adalal;
keabsahan perkawinan yang dilakukan antara TKI laki-laki dan perempuan. Umum-

nya perkawinan yang dilakukan ancar sesama TKI adalah terjadi ketidakjelasan, baik

proses yang mendahului perkawinan, selama perkawinan berlangsung, maupun pasca

perkawinan bila putusnya perkawinan, baik yang berbentuk kematian maupun per-
ceraian.”

-
97 Soepeno Wahid “Tinjauan Hukum Techadap Praktik Perkawinan WNI/TKI di $abah dan Imp-
likasinya Bagi Kepentingan Isteri dan Hak dasar Anak” dalam Majalah Hukum Varia Peradi-

lan, Tahun XXVI No.307 Juni 201 1, (Jakarta: IKHI 2011), him 10-18.
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Pendataan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI Kinibalu bekerjasama den-

‘gan Mahkamah Agung adalah untuk mendaftarkan pasangan yang telah menikah

di Malaysia, bertujuan melindungi pasangan yang telah menikah untuk mendapat
pengesahan dan legalisasi oleh negara. Konsulat Jenderal RI Kinibalu melakukan
jumput bola dengan mendatangi estate-estate penampungan TKI yang tersebar di
Wilayah Sabah. Banyak terdapat pasangan yang menikah setelah bertahun-tahun
hidup bersama sebagai suami isteri tanpa adanya bukti tertulis. Umumnya urusan
nikah bagi para TKI di Kinibalu tidak dijadikan urusan yang sulit. Pernikahan umum-
nya dilakukan untuk alasan bertahan hidup, di tengah jam kerja yang hanya sedikit
memberi waktu jedah. Tidak seperti di tanah air, dimana urusan pernikahan perlu
acara serius dan persiapan matang termasuk soal adat yang dipakai. Berdasarkan data
yang dikumpulkan oleh pewugas KJRI bahwa proses perkawinan yang terjadi seperti
mas kawin yang diberikan oleh seorang suami saat menikahi isterinya tidak berben-
tuk benda yang bernilai, tetapi cukup dengan scgelas air putih. Keadaan terschur
menunjukkan ada keridakberdayaan yang dihadapi seorang TKI terhadap keadaan
yang melingkupinya.

Umumnya pekerja Indonesia yang datang ke Malaysia bisa datang sendiri. Na-
mun di dalam menempuh hidup bekerja, mercka tidak semua kuat menjalani hidup
sendirian. Terhadap hal tersebut, para TKI dengan alasan cinra tidak mengenal situas
hingga muncul rasa cinta. Ada pasangan TK1 vang menyatu dalam satu keluarga vang
sebelum mempunval pasangan di tanah air, namun mereka menikah screlah sebe-
lumnya menceraikan pasangannya di tanah air melalui surar arau telepon. Artinva
dalam kondisi tersebur sangat sulit bagi pasangan yang akan bercerai menggunakan
mekanisme yang direntukan oleh negara, yakni harus dilakukan di depan Pengadi-
lan Agama.” Pasangan vang mendafrarkan diri dalam program itsbath nikah, ketika
berangkat ke Sabah beberapa rahun sebelumnya meninggalkan suami dan isteri vang
sah.

Terhadap pasangan yang menikah dengan pasangan lain dan menceraikan istri
atau suamiaya yang ada di tanah air, alasan yang disampaikan adalah sighat tak-
lik, dimana suami atau isteri dapat mengajukan cerai, jika tiga bulan meninggalkan
pasangannya. KJRI di Sabah yang meminta perusahaan untuk mendata pekerja In-
donesia yang menikah, ternyata terhadap 4.316 pasangan menikah antar pekerja
tanpa dilakukan menurut rukun dan syarat menurut Islam, serta tidak dicatat secara
resmi. Mengapa hal tersebut dilakukan, tentu bukanlah alasan hidup atau style yang
berkembang di antara pekerja, tetapi lebih kepada upaya untuk bertahan hidup.

Undang-undang Negeri Sabah melarang keras pekerja asing dengan visa kerja
untuk menikah di tanah Malaysia. Jika hendak menikah di Negeri Sabah dan dicatat
secara resmi harus menggunakan visa wisata (pelancong). Ketentuan tersebut tidak
mungkin dilakukan oleh para pekerja Indonesia yang menghadapi masalah hidup

e e——— — e —— e —— —
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yang sulit. Umumnya pernikahan pekerja di Sabah dilakukan tidak berdasarkan ru-
kun yang benar dengan wali nikah yang sah, tetapi menggunakan teman sendiri. Se-
mentara orang di tuakan di penampungan sebagai penghulunya.

Pernikahan tidak resmi yang dilakukan para pekerja di Sabah menghasilkan
anak-anak yang tidak resmi. Anak-anak tidak dapat diurus akta kelahirannya di In-
donesia, serta menghadapi kesulitan ketika hendak bersekolah di Sabah. Anak-anak
tersebut bukan sebagai warga negara setempat. Program itsbat nikah yang dilakukan
oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang bekerjasama dengan KJRI Sabah perlu
sccara berkesinambungan untuk memberikan kepastian hukum perkawinan yang di-
lakukan oleh pekerja di Sabah, maupun di negara lain. Pada Mei 2011 terdapat 360
pasangan yang mendaftar untuk mendapat akta nikah secara sah dari negara.

Persoalan lain yang muncul banyak TKI yang mendaftar tidak sesuai dengan
nama vang tercantum di dalam paspor. Hal terscbut terjadi, karena ada kerjasama
dan bantuan perusahaan tempat pekerja dilatarbelakangi untuk mensiasati waketu ker-
1 yang terlalu lama di Sabah. Rekayasa vang dilakukan karena pekerja asing bekerja
lima tahun berturut-turue, harus ke Indonesia selama tiga bulan vang kemudian boleh
masuk lagr ke Malaysia. Dalam banvak kasus, umumnya pekerja tidak tahu nama
mereka seenaknya diganni.

Berdasarkan hal tersebut ketentuan aturan vang terdapar secara normarif da-
tam aruran undang-undang, terutama menyvangkut hal vang terjadi pada masa depan
pasca berlakunya undang-undang tersebut ternvata perlu penyesuaian. Artnyva udak
selama aturan hukum positif dapat masuk dan menvelesaikan persoalan pada ranah
agama dan kevakinan yang hidup dalam masyarakar.

E.  KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

I} Positivisasi hukum acara yang dilaksanakan olelr negara dalam memfasili-
tasi kepentingan warga negara harus memperhatikan aspek filosofis aturan
hukum yang digunakan. Artinya positivisasi hukum acara yang member-
lakukan HIR dan R.Bg sebagai hukum acara peradilan adalah telah men-
gandung beberapa kelemahan, terutama menserasikannya dengan hukum
materiil (hukum terapan) di lingkungan peradilan agama. Pemberlakuan
hukum acara yang dilakukan secara mutatis mutandis tidak memperhatikan
hukum materiil, ternyata di dalam proses penegakannya cenderung men-
garahkan desekulatisasi hukum Istam. Dengan kata lain hukum acara yang
secara basis berbeda dengan hukum materiil dapat membawa dan menjauh
dari akar persoalan antara keduanya.

2) Pembangunan hukum acara yang dikembangkan di lingkungan peradilan
agama sebagai basis menyelesaikan perkara, tentu tidak secara serta merta
melepaskan asas-asas hukum yang berlaku umum termasuk di dalam hu-

'i\ -
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kum acara yang berbasis pada Hukum Barat, dengan cacatan aspek materii!
normatif hukum Islam tidak diterobos. Nilai filosofis hukum Islam sebagai
basis pengembangan hukum materiil yang berorientasi pada hukum acara
yang berangkat pada prinsip keadilan dan prosedural hukum Islam, ternyata
tidak alergi terhadap pemikiran hukum moderen posu:nilstul'(. Pm!ct'lk pera-
dilan di negara-negara Islam umumnya ccnclcf'u.ng mengikuti tradisi huku*n}
yang berlaku di Eropa Kontinental, hanya scqlklt yang menggunakan tra_dnsu
coomon law, serta hanya negara tertentu saja yang menerapkan peradilan

Istam.

2. Saran-saran | | L
1) Penerapan hukum acara di lingkungan peradilan agama yang mengindu

} ~
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pada hukum Barat, menuntut hakim perlu haa-hau mencrapkan pfoscdur
yang, ditentukan agar tidak mencrobos norma yang l‘f:rk;md}mg di dalam
hukum Islam sebagai hukum materi! yang mengad |mﬁg:;m dar k.cwcn;mgan
vang terdapat di lingkungan peradilan azame. Haknﬁm ]’cngfu!ll?n Agama
scharusnya tidak terjebak pada ketentuan vang lTL‘I"\ll;‘lf pusgut-*1511k dengan
cirt hanya sebagai pelaksanaan hakum, teiaps leinh mu!i hakim perlu meng-
eali aturan hukum ketika menemubkan masaiah vang dihadapkan padan*}m;
Perlu adanvya langkah konkrit vang dumbid oich iegar untuk mclaku_r:.an
posivisasi dan legislast hukum acara ks berlaku d himgkungan pcr:uthl::m'
agana, setidaknya perlu penvempuriieia bukum acav vang hcrlfmku }-?11-4\!1!
HIR dan R.Bg disesuaikan dengan kavakies bukum s sebagas landasan
menvelesaikan sengketa hukum di Pengaditas Agana,
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